
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

2023 

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

JLN.PROF.DR.H.AZIZ HAILY MA BUKIT LIMAU, SARILAMAK 

TELEPON ( 0752) 7470717, FAKSIMILE ( 0752) 7470717 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 



PEMERINTAH KAE3UPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI 
USAHA KECIL DAN MENENGAH 

J1n.Prof.Dr.H.AzizHaily MA Bukit Limau, Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, 26271 
Telepon ( 0752) 7470717, Faksimile ( 0752) 7470717 

Laman: disdagkopukm.limapuluhkotakab.goid, Pos-el: clisperdagkopukm5Okotakab@gmail.com 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI 

USAHA KECIL DAN MENENGAH 

NOMOR OG I /PerdagkopUKM/XII/2023 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN MENENGAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA 
KECIL DAN MENENGAH, 

Menimbang : a. bahwa dalarn rangka mendukung 
pelaksanaan proses penyelenggaraan 
administrasi pemerintah di Dinas 

Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah, maka perlu menetapkan 
Stan.dar Operasional Prosedur (SOP) di 
Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha 
Kecil dan Menengah; 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud 
tersebut di atas, maka perlu ditetapkan 
derigan Keputusan Dinas Perdagangan, 
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 
Tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten Dalarn Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

3- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tam.bahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Op erasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

5- Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 

77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

Peraturan Daerah Kabupaten Lima 
Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 
2016 Nomor 15); 

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota 
Nomor 23 Tahun 2017 Tentang 
Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional (SOP) di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 
(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh 
Kota Tahun 2017 Nomor 24); 

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota 
Nomor 112 Tahun 2021 Tentang 

6. 

7. 

8. 



Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha 

Kecil Dan Menengah. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 
KESATU Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Dinas Perdagangan., Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Lima 

Puluh Kota sebagaimana tercantum 

pada larnpiran yang merupakan satu 

kesatuan yang utuh dengan keputusan 

m i. 
KEDUA Standar Operasional Prosedur (SOP) 

sebagaimana dimaksud Diktum 
KESATU adalah sebagai berikut : 

1. Sekretariat 
a. Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Tata Pelayanan Tarnu 
b. Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Surat Keluar 
c. Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Surat Masuk 
d. Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Kenaikan Pangkat 
e. Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Pembuatan DUK dan 
Bezetting 

f. Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Pembuatan Rekapitulasi 
Absen 

g. Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Penerbitan Surat Cuti 

h. Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Pengurusan Gaji 
Berkala 

i. Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Rencana Umum Dan 
Kepegawaian 



Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran 

k. Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Penyusunan Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah 

1. Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Penyusunan Perjanjian 

Kinerja 

m. Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Penyusunan Renja 

n. Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Penyusunan Renstra 

o. Standar Operasional Prosedur 
ter -1131 

J. % Kerj a. 1 I CAL. J. .L CA-

Anggaran 
p. Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Verifikasi SPJ 
q. Standar Operasional Prosedur 

IC r-1 ID\ -, , 11 , 1 T 
CAA. i.. LICA-1-1 .L 

Keuangan 

r. Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Penerbitan SPM 

Bidarig 
Pengembangan Koperasi 
Usaha Mikro 
a. Standar Operasional Prosedur 

(SOP) 
Halal 

b. Standar Operasional 
(SOP) Pengadaan 
Hibah bagi UMKM 

c. Standar Operasional 
tQr-vol 

A n 

dan 

Fasilitasi Sertifikat 

Prosedur 
Bantuan 

Prosedur 
Dc :s i•-t A r-t -r• 

Rekomendasi Merk bagi 
UMKM 

d. Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Pendidikan dan Latihan 

1 Pr" 

(SOP) Pelayanan PLUT 
f. Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Permohonan Surat 
Ketetangan Terdaftar 



3. Bidang Kemetrologian clan 
Pengawasan Perdagangan 
a. Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Pemantauan Bahan 
Pokok 

b. Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Penerbitan Rekomendasi 
Tanda Daftar Gudang (TDG) 

c. Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Pelayanan Tera/Tera 
Ulang di Luar Kantor 

d. Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Pemakaian Cap Tanda 
Tera (CT) 

KETIGA 

KEEM PAT 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas 
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota 

sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, 

dipergunakan sebagai acuan bagi setiap 

aparatur di Lingkungan Dinas 
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 
ditetapkan dan apabila dikemudian hari 

terdapat kekeliruan dalarn keputusan 
m i. Akan diadakan perbaikan kembali 

sebagaimana mestinnya. 

Ditetapkan di Sarilamak 
Pada Tanggal 01 Desember 2023 

Kepala 

Drs. R ad Hidayat, M.Si 
Pembina Utama Muda (IV.c) 
NIP 19730308 199203 1 002 
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DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA 
KECIL DAN MENENGAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

SOP BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
TATA PELAYANAN TAMU 

NOMOR SOP : 83% /PerdagKopUKM/X11/2023 
TANGGAL PEMBUATAN : 01 Desember 2023 
TANGGAL REVISI . - 
TANGGAL EFEKTIF : 01 Desember 2023 i 
DISAHKAN OLEH . KEPALA INAS1, $ 

, 1 
Drs. RA AD HIDAYAT, M.Si 

NIP 197 0308 199203 1 002 
NAMA SOP : TATA PELAYANAN TAMU 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 

Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata 
Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 

Staf 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan : 
- 1. ATK 

2. Meja 
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan akan 
terganggu 

Pendataan harus tepat waktu 



SOP TATA PELAYANAN TAMU 

No Aktifitas 
Pelaksana I Mutu Baku 

Staf Tamu Kasubag
Um_pev 

Tujuan (Bidang) 
Persyaratan / 
Periengkapan 

Waktu Output 

Tamu datang, melapor 
mengisi buku tamu di 
meja resepsionis 

Buku Tamu dan 
ATK 

5 
menit 

Buku Tamu r 

Tamu dipersilahkan 
Menunggu di lobi, dan 
resepsionis 
menyampaikan 
maksud dan tujuan 
tamu ke bagiam umum 
dan kepegawaian 

V 
Data Tamu 
dan ATK 

5 
menit 

Laporan 
Kedatangan 
Tamu

Melakukan konsultasi 
dengan 
sekretaris/kepala 
dinas, memberikan 
arahan jika tidak 
berkenaan maka 
tamu ditolak, jika 
berkenaan maka 
tamu di persilahkan 
untuk menemui 
Kepala 
Dinas/Sekretaris/Kep 
ala Bidang/Pejabat 
yang di tuju 

Laporan 
Kedatangan 
Tamu 

5 
menit 

Arahan 

Resepsionis 
mengantarkan tamu 
untuk bertemu pejabat 
sesuai dengan tujuan 
kedatangannya 

Arahan 5 
menit 

Mengantar Tamu 
Ketujuan 

5 Tamu pulang dan 
mengisi kuisioner 
kepuasan pelayanan di 
Dinas 

_A___ Kuisioner 5 
menit 

Kepuasan/Ketidak 
puasan 
Pelayanan



DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA 
KECIL DAN MENENGAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

SOP SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
TATA PERSURATAN ( SURAT KELUAR ) 

NOMOR SOP 291 /PerdagKopUKM/X11/2023 
TANGGAL PEMBUATAN 01 Desember 2023 
TANGGAL REVISI 
TANGGAL EFEKTIF 01 Desember 2023 
DISAHKAN OLEH KEP AS 

Drs. RAH 
NIP 197 

• 
D HIDAYAT, M.Si 

308 199203 1 002 
NAMA SOP TATA PERSURATAN (SURAT 

KELUAR) 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2023 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 

112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM 

1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
2. Sekretaris 
3. Bidang-Bidang 
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian 
5. Staf 

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 
SOP Pengelolaan Surat Masuk 1. ATK 

2. Komputer/Laptop 
3. Printer 
4. Meja 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tata persuratan untuk 
surat keluar akan terganggu 

Pendataan harus tepat waktu 



SOP TATA PERSURATAN ( SURAT KELUAR ) 

No Aktifitas 
Pelaksana Mutu Baku 

Kaubag 
Umpeg Staf Sekretaris Kadis Bidang FU 

Persyaratan / 
Perlengkapan Waktu Output 

1. Menerima 
surat dinas 
dari masing- 
masing 
bagian yang 
akan dikirim 

Surat dari 
masing-masing 

bagian, ATK 

5 menit Tersedianya 
surat dari 
per bagian 

, 

2. Memberi 
nomor 
agenda 
surat keluar 
pada buku 
agenda 
surat keluar 

Buku Agenda 
Surat Keluar, 

ATK 

5 menit Tersedianya 
Buku 
Agenda 
yang sudah 
terisi data 
nomor surat 
keluar 

3. Mencatat 
surat-surat 
yang akan 
dikirim 

Buku Agenda 
Surat Keluar, 

ATK 

10 menit Buku 
Agenda 
yang sudah 
terisi data 
perihal surat 
keluar 

4. Mengirim 
surat 

Surat Keluar 1 hari Sampainya 
surat keluar 
ke alamat 
yang 
dituju 
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DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA 
KECIL DAN MEN ENGAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

SOP BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
TATA PERSURATAN (SURAT MASUK ) 

NOMOR SOP : 931 /PerdagkopUKM/X11/2023 
TANGGAL PEMBUATAN : 01 Desember 2023 
TANGGAL REVISI : - 
TANGGAL EFEKTIF : 01 Desember 202 
DISAHKAN OLEH f KEP NAS 

P 

Drs. -V AD HIDAYAT, M.Si 
NIP 197 308 199203 1 002 

NAMA SOP : TATA PERSURATAN (SURAT 
MASUK) 

DASAR HUKUM : KUALIFIKAS1 PELAKSANA : 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2023 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 

112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM 

1. Kepala Dinas Perdaganaan, Koperasi dan UKM 
2. Sekretaris 
3. Bidang-Bidang 
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian 
5. Staf 

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 
SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. ATK 

2. Komputer/Laptop 
3. Printer 
4. Meja 

PER1NGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tata persuratan untuk 
surat masuk akan terganggu 

Pendataan harus tepat waktu 



SOP TATA PERSURATAN ( SURAT MASUK ) 

NO Aktifitas 
Pelaksana Mutu Baku 

Kasubag 
Umpeg Staf Sekretaris Kepala 

Dinas 
Bidang FU 

Persyaratan/ 
Perlengkapan 

Waktu Output 

1. Menerima Dan 
Membaca Surat 
Masuk 

Surat Masuk, 
Atk 

5 
Menit 

Tersedianya Surat 
Masuk Yang Siap 
Disortir Dan 
Diteliti 

] 

2. Meneliti Surat 
Masuk 

Surat Masuk, 
Atk 

5 
Menit 

Tersedianya 
Surat Masuk 
Yang Siap 
Disortir 

a'"0 *

3. Mensortir 
Surat Masuk 

v Surat Masuk, 
Atk 

20 
Menit 

Tersedianya Surat 
Masuk Yang 
Sudah Disortir 
Dan Diteliti 

4. Mencatat 
Seluruh Surat 
Masuk Ke 
Agenda 

v 
Surat 

Masuk,
Agenda Surat 
Masuk, Atk, 

20 
Menit 

Tersedianya 
Buku Agenda 
Surat Masuk 
Yang Sudah 
Terisi Data 
Surat Masuk 

5. Lembar 
Disposisi 

Form 
Disposisi, 

Buku Agenda 
Surat Masuk, 
Surat Masuk, 

ATK, 

1 
Hari 

Tersedianya 
Surat Disposisi 0 

6. Mendisposisi 
Surat Masuk 
Dan Surat 
Lainnya 

Surat 
Disposisi, 

Surat Masuk 
ATK 

20 
Menit Tersedianya 

Surat Disposisi 
Yang Sudah 
Terdisposisi 

7. Meneruskan 
Surat Yang 
Terdisposisi 

Surat 
Disposisi, 

Surat Masuk 
ATK 

15 
Menit 

Tersedianya 
Surat Disposisi 
Yang Slap 
Diteruskan 

4 

I i• 
1---

8. Mencatat 
Hash l 
Disposisi 
Dan 
Meneruskan 
Surat 
Sesuai 
Disposisi 

Surat 
Disposisi, 

Surat Masuk 
ATK 

15 
Menit 

Tersedianya 
Surat Disposisi 
Yang Siap 
Diteruskan 

9. Mendistribusik 
an Surat 
Sesuai 
Disposisi 

Surat 
Disposisi, 

Surat Masuk 
ATK 

15 
Menit 

Sampainya 
Surat Masuk 
Yang 
Terdisposisi 
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DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA 
KECIL DAN MEN ENGAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

SOP BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
KENAIKAN PANGKAT 

NOMOR SOP : 891 /PERDAGKOPUKM/X11/2023 
TANGGAL PEMBUATAN : 01 Desember 2023 
TANGGAL REVISI : - 
TANGGAL EFEKTIF : 01 Desember 202 
DISAHKAN OLEH . f KEP NAS 

Drs. H D HIDAYAT, M.Si 
NIP 1973 308 199203 1 002 

NAMA SOP : KENAIKAN PANGKAT 

DASAR HUKUM : KUALIFIKAS1 PELAKSANA : 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2023 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 

112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara 

1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
2. Sekretaris 
3. Bidang-Bidang 
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian 
5. Staf 

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 
1. SOP Permohonan Kenaikan Gaji Berkala 
2. Pengisian DP3 

1. ATK 
2. Komputer/Laptop 
3. Printer 
4. Meja 

PER1NGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Apabila SOP permohonan Kenaikan Pangkat tidak 
dilaksanakan, maka Kenaikan Pangkat pegawai yang 
bersangkutan akan 
terhambat 

Permohonan kenaikan Pangkat Pegawai digunakan sebagai 
dasar pengajuan kenaikan Pangkat pegawai 



SOP KENA1KAN PANGKAT 

NO Aktifitas 
Pelaksana Mutu Baku 

Kepala 
Dinas 

Sekretaris 
Kasubag 
Umum 

PNS Staf 
Persyaratani 
Perlengkapan 

1
Waktu Output 

I 
1. Pemberitahuan 

Waktu 
Kenaiakan 
Pangkat 

Buku 
Penjagaan 

Pangkat 

5 menit (1 
bulan 

sebelumn 
ya) 

Diberitahukan 
Waktu Kenaikan 
Pangkat 

2. Menyiapkan 
Berkas 
Persyaratan 
Kenaiakn 
Pangkat 

V 

SK Pangkat 
Terakhir 

1 jam Tersediannya 
Persyaratan 
Lengkap 

3. Membuat 
Surat 
Kenaiakan 
Pangkat 

Surat 
Kenaiakan 
Pangkat 

15 menit Tersediannya Draf 
Surat Kenaiakn 
Pangkat 

V 

4. Verifikasi Dan 
Validasi Surat 
Kenaiakan 
Pangkat 

v 
Surat 

Kenaiakan 
Pangkat 

10 menit Terparafnya Draf 
Surat Kenaiakan 
Pangkat 

i 
5. Menandatangani 

Surat Kenaiakan 
Pangkat 

0 

Surat 
Kenaiakan 
Pangkat

10 menit Ditandatangani 
 Surat Kenaiakn 
Pangkat 

6. Menyampaikan 
Surat Kenaiakan 
Pangkat Ke 
BKPSDM 

__V_ E_Y_, 
Surat 

Kenaiakan 
Pangkat 

3 hari Terkirimnya 
Surat Kenaikan 
Pangkat 
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DINAS PERDAGANGAN 
KECIL DAN 

KABUPATEN LIMA 

SOP BAGIAN UMUM 
PEMBUATAN DUK 

--lo -• 

:I% 

KOPERASI, USAHA 
MENENGAH 

PULUH KOTA 

DAN KEPEGAWAIAN 
DAN BEZETTING 

NOMOR SOP : psi /PerdagkopUKM/X11/2023 
TANGGAL PEMBUATAN : 01 Desember 2023 
TANGGAL REVISI : - 
TANGGAL EFEKTIF : 01 Desember 2023 
DISAHKAN OLEH . t KEP 

Drs. RA . D 
NIP 19731308 

_i 
INAS it,

• 
AYAT, M.Si 

199203 1 002 
NAMA SOP : PEMBUATAN DUK DAN 

BEZETTING 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2023 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 

112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM 

3. Undang Undang No. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur 
Sipil Negara 

4. UU No. 43 Tahun 1999; Perubahan atas UU No. 08 
Tahun 1974 tetang Pokok-Pokok Kepegawaian 

5. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang 
Manajemen PNS 

6. PP No.15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut 
Kepangkatan PNS 

1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
2. Sekretaris 
3. Bidang-Bidang 
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian 
5. Staf 

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 
1. SOP Pengelolaan Naskah Dinas (Surat Masuk & Surat 

Keluar) 
2. Dokumen/ Berkas 

1. ATK 
2. Komputer/Laptop 
3. Printer 
4. Meja 
5. Dokumen/ Berkas 
6. Surat Pengantar Dinas 
7. Buku Ekspedisi Surat Keluar 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Jika pendataan PNS tidak dilakukan secara terus menerus 
dan terperiode maka data PNS baik berupa DUK. Buku 
Agenda Surat Masuk/ Keluar dan Bezetting tidak akan up to 
date 

1. Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar dan Bezetting tidak 
akan up to date. 

2. File Arsip DUK dan Bezetting PNS 



SOP PEMBUATAN DUK DAN BEZETTING 

NO Aktifitas 
Petaksana Mutu Baku 

Kepala Dinas Sekretaris 
Kasubag 
Umum 

FU 
Persyaratan/ 
Periengkapan 

Waktu Output 

1. Memerintahkan 
FU Untuk 
Mengumpulkan 
Data Pegawai 

Disposisi 10 
menit 

Disposisi 

2. Mengumpulkan 
Data 
Kepegawaian 

V 
Data 

Kepegawaian 
1 

jam 
Data 
Kepegawa 
ian 

3. Membuat 
Konsep DUK 
Dan Bezeting Dan 

V 

0 
+ 

Konsep DUK 
Dan Bezetting 

1 

j am 
Draf DUK Dan 
Bezetting g 

4. Mengirimkan 
Berkas DUK Dan 
Bezetting Ke 
Badan 
Kepegawaian 
Daerah 

Konsep DUK 
Dan Bezetting 

1 
jam 

Draf DUK Dan 
Bezetting 

5. Mengecek 
Kebenaran Data 
Dan Verifikasi 
Data 

Konsep DUK 
Dan Bezetting 
Yang Memaraf 

15 
menit 

Draf DUK 
Dan 
Bezetting 

6. Memeriksa Dan 
Memaraf DUK 
Dan Bezeting 

Draf DUK Dan 
Bezetting 

Yang Telah Di 
Paraf 

10 
menit 

Draf DUK 
Dan 
Bezetting 

7. Meenandatangani 
DUK Dan 
Bezetting 

Draf DUK Dan 
Bezetting 

Yang Telah Di 
Paraf 

10 
menit 

DUK Dan 
Bezetting 

8. Mengirimkan 
Berkas DUK Dan 
Bezetting Ke 
Badan 
Kepegawaian 
Daerah 

DUK Dan 
Bezetting 

1 
jam 

Bukti 
Pengiriman 
Dan Arsip 
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DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA 
KECIL DAN MEN ENGAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

SOP BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
PEMBUATAN REKAPITULASI ABSEN 

NOMOR SOP : Ocjt /PerdagkopUKM/X11/2023 
TANGGAL PEMBUATAN : 01 Desember 2023 
TANGGAL REVISI : - 
TANGGAL EFEKTIF : 01 Desember 2023 
DISAHKAN OLEH . KEPALA AS 

/ 

0 

Drs. RAH D HIDAYAT, M.Si 
NIP 1973i308 199203 1 002 

NAMA SOP : PEMBUATAN REKAPITULASI 
ABSEN 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2023 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 

112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM 

3. Undang Undang No. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur 
Sipil Negara 

4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang 
Manajemen PNS 

1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
2. Sekretaris 
3. Bidang-Bidang 
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian 
5. Staf 

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 
SOP Bagian Umum dan Kepegawaian 1. ATK 

2. Komputer/Laptop 
3. Printer 
4. Meja 

PER1NGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pegawai tidak 
cepat terselesaikan 

Pendataan harus tepat waktu 



SOP PEMBUATAN REKAPITULASI ABSEN 

NO Aktifitas 
Pelaksana Mutu Baku 

Kepala Dinas Sekretaris 
Kasubag 
Umum 

FU 
Persyaratan/ 

Perlengkapan 
Waktu Output 

1. Kasubag Umum 
Menugaskan FU 
Untuk Merekap 
Absen 

Abesnsi 1 jam Data 

2. Merekap Data 
Kehadiran Pegawai 
Harian Dan Bulanan v 

V 
Abesnsi 30 

menit 

Rekapitulasi 
Absen 

3, Memeriksa 
Kebenaran Data 
Yang Sudah 
Direkap 

v 
Draf 

Rekapitulasi 
Absen 

1 jam Rekapitulasi 
Absen 

041 -

4. Memeriksa 
Kebenaran Data 
Yang Sudah 
Direkap, Memaraf 
Dan Meneruskaan 
Ke Kepala Dinas 

Draf 
Reka 

Absen 

15 
menit 

Rekapitulasi 
Absen 

' .1

5, Mengesahkan Dan 
Menandatangani 
Data Dan 
Diteruskan Kepada 
Kepala Dinas 

7T 

ppraitfulasi 

Rekapitulasi 
Absen 

10 

menit 

Rekapitulasi 
Absen 

6. Menyerahkan 
Rekap Ke 
Pembantu 
Bendahara Sebagai 
Dasar Pembayaran 
Tunjangan Daerah 
Dan Dinas 
Perdagangan, 
Koperasi Dan UKM 

Rekapitulasi 
Absen 

30 
menit 

Bukti 
Penyerahan 
Rekap Absen 
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DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA 
KECIL DAN MENENGAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

SOP BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
PEN ERBITAN SURAT CUTI 

NOMOR SOP : est /PerdagkopUKM/X11/2023 
TANGGAL PEMBUATAN : 01 Desember 2023 
TANGGAL REVISI : - 
TANGGAL EFEKTIF : 01 Desember 2023 / 
DISAHKAN OLEH . f KEPALA E 4AS 

Drs. RAHfV D HIDAYAT, M.Si 
NIP 1973 308 199203 1 002 

NAMA SOP : PENERBITAN SURAT CUTI 

DASAR HUKUM : KUALIFIKAS1 PELAKSANA : 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 1 

Nomor 1 Tahun 2023 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 

112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara 

1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
2. Sekretaris 
3. Bidang-Bidang 
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian 
5. Staf 

KETERKAITAN : I PERALATAN / PERLENGKAPAN : 
1. Dokumen Masa Kerja Pegawai 
2. Riwayat Cuti Pegawai 
3. Persetujuan Ijin Cuti dan i Atasan Langsung 

1. ATK 
2. Komputer/Laptop 
3. Printer 
4. Meja 

PER1NGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Apabila pengajuan cuti pegawai tidak sesuai persyaratan 
maka usulan tersebut dianggap tidak memenuhi 
persyaratan 

Pendataan harus tepat waktu 



SOP PENERBITAN SURAT CUTI 

NO Aktifitas 
Pelaksana Mutu Baku 

Kepala Dinas Sekretaris 
Kasubag 
Umpeg 

FU 
Persyaratan/ 
Perlengkapan 

Waktu Output 

. Menerima 
Permohonan 
Pegawai Yang Akan 
Mengambil Cuti 

Surat 
Permohonan 

5 
menit 

Surat 
Permohonan 

. Menerbitkan 
Konsep Surat Izin 
Cuti 

Surat 
Permohonan 

10 
menit 

Konsep 
Surat Izin 
Cuti 

. Memeriksa Surat 
Izin Cuti 

. 

Konsep Surat 
Izin Cuti 

10 
menit 

Konsep Surat Izin 
Cuti 

. Memeberikan 
Pertimbangan 
Terhadap 
Permohonan Cuti 

T Konsep Surat 
Izin Cuti 

15 
menit 

Konsep Surat 
lzin Cuti 

. Menandatangani 
Surat Izin Cub 

Konsep Surat 
Izin Cuti 

10 
menit 

Surat Izin Cuti 

6. Mengirim Surat Izin 
Cuti Ke Instansi 
Terkait 

Surat Izin Cuti 30 
menit 
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DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA 
KECIL DAN MENENGAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

SOP BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
PENGURUSAN GAJI BERKALA 

NOMOR SOP : Wii /PerdagkopUKM/X11/2023 
TANGGAL PEMBUATAN : 01 Desember 2023 
TANGGAL REVISI : - 
TANGGAL EFEKTIF : 01 Desember 2023 
DISAHKAN OLEH . .KEP ' NAS i 

Drs. RAH AD SAYAT, M.Si 
NIP 197 1308 199203 1 002 

NAMA SOP : PENGURUSAN GAJI BERKALA 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2023 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 

112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dines 
Perdagangan, Koperasi dan UKM 

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke 
Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. 

1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
2. Sekretaris 
3. Bidang-Bidang 
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian 
5. Staf 

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 
Surat Permintaan Data dan Dokumen 1. ATK 

2. Komputer/Laptop 
3. Printer 

4. Meja 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan make proses pengurusan 
gaji berkala akan terganggu 

Pendataan harus tepat waktu 



SOP PENGURUSAN GAJI BERKALA 

NO Aktifitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Kepala Dinas Sekretaris 
Kasubag 
Umum 

FU 
Persyaratani 
Periengkapan 

Waktu Output 

Menugaskan FU . 1. 
Untuk Kenaikan 
Gaji Berkala Setiap 
Pegawai 

Arsip Berkala 
Terdahulu Dan 

SK Naik 
Pangkat 

30 
menit 

Data 

' 

2. Mendata 
Kenaikan Gaji 
Setiap Pegawai 
Membuat Surat 
Pengajuan 
Usulan 

Arsip Berkala 
Terdahulu Dan 

Naik 
Pangkat 

30 
menit 

Data, 
Arsip 
Berkala 
terdahulu 
dan SK 
naik 
pangkat 

A 

3. Memeriksa 
Konsep 
Pengajuan 
Usulan 

Y T Data SK 
Kenaiakan 

Gaji Berkala 

15 
menit 

Draf SK 
Kenaiakan Gaji 
Berkala 

. 

4. Memeriksa Konsep 
Suratpengajuan 
Usulan Kenaikan 
Gaji Berkala 
Pegawai 

Y Draf SK 
Kenaikan Gaji 

Berkala 

10 
menit 

Draf SK 
Kenaiakan
Gaji Berkala 

5. Menandatangani 
Surat Kenaikan Gaji 
Berkala Pegawai 

0 

Draf SK 

Kenaikan Gaji 
Berkala 

10 

menit 

SK 
Kenaiakan 
Gaji Berkala 

T

6. Menyerahkan 
Kepada Yang 
Bersangkutan Dan 
Petugas Daftar 
Serta Mengirim 
Tembusan Ke 
Instansi Terkait 

SK Kenaiakan 
Gaji Berkala 

5 
menit 

Arsip dan 
Bukti 
Penyerahan 
ke kasubag 
keuangan 



it1
-10* -‘1 

--is
* -...:: 

A 1 i ir 4i 
%us? 

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA 
KECIL DAN MENENGAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

SOP BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
RENCANA UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

NOMOR SOP : Os t /PerdagkopUKM/X11/2023 
TANGGAL PEMBUATAN : 01 Desember 2023 
TANGGAL REVISI : - 
TANGGAL EFEKTIF : 01 Desember 2023 / 
DISAHKAN OLEH . ir KEPA ASis 

• 
Drs. RA D HI YAT, M.Si 

NIP 1973 08 199203 1 002 
NAMA SOP : RENCANA UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2023 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 

112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM 

3. Undang Undang No. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur 
Sipil Negara 

4. UU No. 43 Tahun 1999; Perubahan atas UU No. 08 
Tahun 1974 tetang Pokok-Pokok Kepegawaian 

1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
2. Sekretaris 
3. Bidang-Bidang 
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian 
5. Staf 

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 
Dokumen/ Berkas 1. ATK 

2. Komputer/Laptop 
3. Printer 
4. Meja 
5. Dokumen/ Berkas 

PER1NGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Rencana umum dan 
kepegawaian akan terganggu 

Pendataan harus tepat waktu 



SOP RENCANA UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

NO Aktifitas 
Pelaksana Mutu Baku 

Kepala Dinas Sekretaris 
Kasubag 
Umum 

FU 
Persyaratant 
Perlengkapan 

Waktu Output 

1. Memerintahkan FU 
Untuk 
Mengumpulkan 
Data Pegawai 

Disposisi 10 
menit 

Disposisi

2. Mengumpulkan 
Data Kepegawaian 

Data 
Kepegawaian 
Dan Konsep 
Rencan A 

Umum Dan 
Kepegawaian 

1 jam Data
Kepegawaian 
Dan Konsep 
Rencan A 
Umum Dan 
Kepegawaian 

. Membuat Konsep 
Rencana Umum 
Dan 
Kepegawaian 

Konsep 
Rencan A 

Umum Dan 
Kepegawaian 

1 jam Draf Rencana 
Umum Dan
Kepegawaian 

. Mengetik Atau 
Mengentrikan 
Rencana Umum 
Dan 
Kepegawaian 

Konsep 
Rencan A 

Umum Dan 
Kepegawaian 

15 
menit 

Draf Rencana 
Umum Dan 
Kepegawaian

5. Mengecek 
Kebenaran Data 
Verifikasi Data 

Y Draf Rencana 
Umum Dan 

Kepegawaian 

10 
menit 

Draf Rencana 

Umum Dan 
Kepegawaian 

6. Memeriksa Dan 
Memaraf Rencana 
Umum Kepegawaian

T Draf Rencana 
Umum Dan 

Kepegawaian 

10 
menit 

Draf Rencana 

Umum Dan 
Kepegawaian

7. Menandatangani 
Renacana Umum 
Dan Kepegawaian 

Draf Rencana 
Umum Dan 

Kepegawaian 

10 
menit 

Rencana Umum 
Dan 
Kepegawaian 

8. Megirimkan Berkas 
Rencana Umum 
Dan Kepegawaian 

Rencana 
Umum Dan 

Kepegawaian 

1 jam Rencana Umum 

Dan 
Kepegawaian 
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DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA 
KECIL DAN MEN ENGAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

SOP SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN PELAPORAN 
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

(DPA) 

NOMOR SOP : egi /PerdagKopUKM/X11/2023 
TANGGAL PEMBUATAN : 01 Desember 2023 
TANGGAL REVISI : - 
TANGGAL EFEKTIF : 01 Desember 2023 i 
DISAHKAN OLEH . TKEP: ± g NASi. 

'

,

Drs. RAH AD 14 DAYAT, M.Si 
NIP 19730308 199203 1 002 

NAMA SOP : PENYUSUNAN DOKUMEN 
PELAKSANAAN ANGGARAN 
(DPA) 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781) 

3 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 
112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM 

1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
2. Sekretaris 
3. Sub Koordinator Program dan Pelaporan 
4. Staf 

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 
1. SOP Penyusunan Renstra 
2. SOP Penyusunan Renja 

1. ATK 
2. Komputer/Laptop 
3. Printer 
4. Dokumen Renstra 
5. Dokumen Renja 

'PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Penyusunan DPA harus dilakukan tepat waktu, jika tidak 
maka pelaksanaan program dan kegiatan akan terhambat 

Disimpan sebagai data manual dan elektronik menjadi 
dasar pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah 



SOP PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGAFZAN (DPA) 

No Aktifitas 

Pelaksana M utu Baku

Kepala 
Dinas 

Sekretaris 

Sub 
Koordinator 

Program 
dan 

Pelaporan 

Staf 
 Persyaratan/ 

Perlengkapan 
Waktu Output 

1 Menugaskan 
Kasubag. 
Program dan 
pelaporan untuk 
membuat DPA 

Disposisi 5 Menit Disposisi 

Menugaskan 
staf untuk 
membuat DPA 

Disposisi 10 Menit Disposisi 

Menyiapkan, 
mengumpulkan 
bahan - bahan / 
data untuk 
membuat DPA 
dan i bidang-
bidang dan 
Sekretariat serta 
menyerahkan ke 
Kasubag. 
Program 

y 

Data dan 
konsep DPA 

1 Minggu Konsep DPA 

Memverifikasi 
dan mengoreksi 
konsep DPA 

Konsep DPA 2 Hari Konsep DPA 

Mengverivikasi 
dan mengoreksi 
konsep DPA 

Konsep DPA 36 jam Konsep DPA 

Menginput DPA 
Ke SIPD Y T 

Konsep DPA 8 jam Konsep DPA 
hasil input 

Mengoreksi 
hasil input DPA 
dan 
menyeraknnya 
ke Sekretaris 

, Konsep DPA 1 Jam Konsep DPA 
hasil input

Menandatangani 
DPA 

Konsep DPA 20 Menit DPA 
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DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA 
KECIL DAN MEN ENGAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

SOP SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN PELAPORAN 
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH (Lkjip) 

NOMOR SOP : 8(31 /PerdagKopUKM/X11/2023 
TANGGAL PEMBUATAN : 01 Desember 2023 
TANGGAL REVIS1
TANGGAL EFEKT1F : 01 Desember 2023 / 
D1SAHKAN OLEH . KEPA . 11/ ASYs 

..4 , -"
; ,  . 

Drs. RAHM .', HIDAYAT, M.Si 
NIP 19730 08 199203 1 002 

NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN 
K1NERJA INSTANSI 
PEMERINTAH (LKjip) 

DASAR HUKUM : KUALIFIKAS1 PELAKSANA : 
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang 
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 
112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM. 

1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
2. Sekretaris 
3. Sub Koordinator Program dan Pelapran 
4. Staf 

KETERKA1TAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 
Rencana Aksi yang disusun setiap tahun 1. ATK 

2. Komputer/Laptop 
3. Printer 
4. Dokumen Perjanjian Kinerja 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Jika SOP tidak dijalankan, maka berpengaruh pada penilaian 
Lkjip Dinas Perdgangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten 

_ Lima Puluh Kota 

Dokumen Penilaian Rencana Aksi dan Rencana Tindak 
Lanjut terhadap hasil penilaian 



SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjip) 

No Aktifitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Kepala 
Dinas 

Sekretaris 
Dinas 

Sub 
Koordinator 

Program 
dan 

Pelaporan 

Staf Persyaratan/ 
Perlengkapan 

. 

Waktu Output 

1 Menugaskan 
Kasubag. Program 
dan pelaporan 
untuk membuat 
LKjip 

Disposisi 5 Menit Disposisi 

E ll

2 Menugaskan staf 
untuk membuat 
LKjip 

Disposisi 10 Menit Disposisi 

1 
3 Menyiapkan, 

mengumpulkan 
bahan - bahan / 
data untuk 
membuat Lkjip 
dan i bidang-bidang 
dan Sekretariat 
serta 
menyerahkan ke 
Kasubag Program 

v Data dan 
konsep LKjip 

1 Minggu Data 

4 Memverifikasi dan 
mengoreksi 
konsep data 

I Konsep LKjip 1 Hari Data 

I 

5 Membuat LKjip v Konsep LKjip 2 Elan i Konsep 
LKjip 

6 Mengoreksi dan 
menyerahkan ke 
Sekretaris 

V 
Y  T 

Konsep LKjip 2 jam Konsep 
LKjip 

I 

0 

7 Mengoreksi 
konsep dan 
menyerahkan ke 
Kepala 

Y 
1' Konsep LKjip 1 Jam Konsep 

LKjip 

8 Menandatangani 
LKjip 

,...... . _, Konsep LKjip 10 Menit LKjip 



DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA 
KECIL DAN MENENGAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

SOP SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN PELAPORAN 
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA 

NOMOR SOP Ot /PerdagKopUKM/X11/2023 
TANGGAL PEMBUATAN 01 Desember 2023 
TANGGAL REVISI 
TANGGAL EFEKTIF 01 Desember 2023 
DISAHKAN OLEH tKE 

Drs. RA D HIDAYAT, M.Si 
NIP 1973s308 199203 1 002 

NAMA SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN 
KIN ERJA 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
1. undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 
tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan 
evaluasi Pembangunan Daerah, tata evaluasi 
rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata 
cara perubahan rencana jangka panjang daerah, 
rencana pembayaran jangka menengah daerah dan 
rencana kerja pemerintah daerah; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

4. Peraturan Men PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah 

5. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 
112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM. 

1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
2. Sekretaris 
3. Sub Koordinator Program dan Pelaporan 
4. Staf 

KETERKAITAN : PERALATAN I PERLENGKAPAN : 
1. Rapat Internal 
2. Pengumpulan Data 

1. ATK 
2. Komputer/Laptop 

3. Printer 
4. Dokumen Renstra 

5. Dokumen Renja 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Perjanjian 
kinerja ini tidak akan berjalan lancar 

Disimpan sebagai data manual dan elektronik menjadi 
dasar pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah 



SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA 

NO Aktifitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Kepala 
Dinas Sekretaris 

Sub 
Koordinator 

Program 
dan 

Pelaporan 

Staf Persyaratan/ 
Perlengkapan Waktu Output 

. Memerintahkan 

penyusunan Perjanjian 

Kinerja 

Disposisi surat 10 

Menit 

Disposisi 

surat 

2. Membuat format 

pengumpulan data dan 

informasi 

Perjanjian Kinerja dani 

masing-masing bidang 

dan sekretariat 

Format 

Perjanjian 

kinerja 

2 

Jam 

Format 

Perjanjian 

kinerja 

. Menyampaikan format 

pengumpulan data dan 

informasi Perjanjian 

Kinerja kepada 

masing-masing bidang 

dan sekretariat 

Format 

Perjanjian 

kinerja 

1 

Jam 

Draft usulan 

Perjanjian 

kinerja 

______V__ 

. Mengundang Kepala 

Dinas dan Pejabat 

EsseIon III untuk rapat 

pembahasan 

Perjanjian Kinerja 

Undangan 

rapat 

30 

Menit 

Undangan 

rapat 

. Melaksanakan Rapat 

pembahasan 

Perjanjian Kinerja 

Draft 

Perjanjian 

Kinerja 

2 

Jam 

Draft 

Perjanjian 

kinerja 

. Menghimpun format 

data dan informasi 

Perjanjian Kinerja dan i 

masing-masing bidang 

dan sekretariat 

Draft 

Perjanjian 

kinerja 

3 

Jam 

Draft 

Perjanjian 

kinerja 

7. Menganalisis data dan 

informasi Perjanjian 

Kinerja yang telah 

terkumpul 

Draft 

Perjanjian 

kinerja 

4 

Hari 

Draft 

Perjanjian 

kinerja 

. Membuat Konsep 

Perjanjian Kinerja 

Draft 

Perjanjian 

Kinerja 

2 

Hari 

Dokumen 

Perjanjian 

kinerja A 
1 
1 

. Mengoreksi Konsep 

Dokumen Perjanjian 

Kinerja 

I 
I 
I 

1 

Dokumen 

Perjanjian 

kinerja 

1 

Had 

Dokumen 

Perjanjian 

kinerja 

10. Menyampaikan 

Dokumen Perjanjian 

Kinerja kepada Kepala 

Dinas untuk 

memintakan 

persetujuan 

Dokumen 

Perjanjian 

Kinerja 

1 

Jam 

Dokumen 

Perjanjian 

kinerja 

y 



NO Aktifitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Kepala 
Dinas Sekretaris 

Sub 
Koordinator

Program 
dan 

Pelaporan 

Staf Persyaratan/ 
Perlengkapan Waktu Output 

11. Penandatanganan 

dokumen Perjanjian 

Kinerja oleh Kepala 

Dinas kemudian 

diteruskan ke Sub 

Koordinator Program 

dan Pelaporan 

<> 

Konsep surat 

pengantar 

10 

Menit 

Surat 

pengantar 

12 Membuat surat 

pengantar pengiriman 

sekaligus penomoran 

surat, kemudian 

diserahakan ke staf 

untuk dikirimkan ke 

alamat yang dituju 

Dokumen 

Perjanjian 

kinerja 

15 

Menit 

Dokumen 

Perjanjian 

kinerja V 

13. Mengantar surat, 

Menggandakan dan 

mengarsipkan 

Dokumen Perjanjian 

Kinerja 

• 

Dokumen 

Perjanjian 

kinerja 

1 

Jam 

Dokumen 

Perjanjian 

kinerja 

, , 

, 
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DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA 
KECIL DAN MENENGAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

SOP SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN PELAPORAN 
PENYUSUNAN RENJA 

NOMOR SOP '59 i /PerdagKopUKIVI/X11/2023 
TANGGAL PEMBUATAN 01 Desember 2023 
TANGGAL REVISI - 
TANGGAL EFEKTIF 01 Desember 2023 
DISAHKAN OLEH fKEPALAi AS 

/ 
. 

Drs. RAHM HIDAYAT, M.Si 
NIP 19730 08 199203 1 002 

NAMA SOP PENYUSUNAN RENJA 

DASAR HUKUM : KUALIFIKAS1 PELAKSANA : 
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

2. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 
tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan 
evaluasi pembangunan dan daerah tentang rencana 
pembangunan jangka panjang daerah dan rencana 
pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka 
menengah daerah dan rencana kerja pemeintah 
daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

3. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 
112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM 

1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
2. Sekretaris 
3. Sub Koordinasi Program dan Pelaporan 
4. Staf 

KETERKAITAN : PERALATAN I PERLENGKAPAN : 
SOP Penyusunan Renstra 
Penjelasan: 
Keterkaitan SOP Penyusunan RENJA dengan Renstra 
adalah bahwa penyusunan Renja (1 tahun) berpedoman 
pada doku men Renstra (5 Tahun) 

1. ATK 
2. Komputer/Laptop 
3. Printer 

PER1NGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

1. Penyusunan Renja harus tepat waktu, disusun 
setelah akhir tahun anggaran 

2. Dikonsultasikan ke Tim Verifikasi Renja (Bappeda) 

3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka 
penganggaran tidak berjalan sebagaimana 
mestinya 

Menjadi dasar dalam penyusunan RKA 



SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) 

NO Aktifitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Kepala 
Dinas 

Sekretaris 

Sub 
Koordinat 

or 
Program 

dan 
Pelaporan 

Staf Bidang 
Bappedarrim 

Verifikasi 
Persyaratan/ 
Perlengkapan 

Waktu Output 

. Mendisposisi surat 
penyusunan Renja 
dan Nota Dalam 
Rangka Permintaan 
data 

Jenis data yang 
diperlukan dalam 
penyusunan 
Renstra 

2 hari Laporan/data 

untuk Renja Mulai 

. 
Memberikan 
persetujuan Nota 
Dinas oleh 
atasan 

Penyampaian 
Nota Dinas 

1 hari Nota Dinas 

. 
Menyampaikan 
Nota Dinas ke 
Bidang-Bidang 

Penyampaian 
Nota Dinas dan 
Format 

15 

menit 
Nota Dinas 

. Menyusun draft 
Renja berdasarkan 
data dan i Bidang- 
Bidang 

Memperhatikan 
Renstra Provinsi 
Sumatera Barat 

6 hari Draft Renja 

. 
Meneliti dan 
Mengkoreksi Draft 
Renja 

Daftar Koreksi 

dan Masukan 

terhadap Dart 

Renja 

2 hari Daftar 
Koreksi dan 
Masuakan 
terhadap 
draft Renja 

j 

. Menyempurnakan 
Rancangan Renja 

Hasil Koreksi 1 hari Rancangan 
Akhir Renja

. Memberikan 
persetujuan 
Rancangan khir 
Renja 

Rencana Akhir 
Renja Hail 
Koreksi 

1 hari Rancangan 
Akhir Renja 

8. Menyampaikan 
Rancangan 
Akhir Renja ke 
Bappeda 

Renja dihimpun 
di Bappeda 

1 hari Rancangan 
Akhir Renja 

Selesai 



DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA 
KECIL DAN MENENGAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

SOP SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN PELAPORAN 
PENYUSUNAN RENSTRA 

NOMOR SOP 891 /PerdagKopUKM/X11/2023 
TANGGAL PEMBUATAN 01 Desember 2023 
TANGGAL REVIS1 
TANGGAL EFEKT1F 01 Desember 2023 
D1SAHKAN OLEH • • II 

, 

Drs. RAH • 'D HID YAT, M.Si 
NIP 1973 308 199203 1 002 

KEP 

NAMA SOP PENYUSUNAN RENSTRA 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

2. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 
tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan 
evaluasi pembangunan dan daerah tentang rencana 
pembangunan jangka panjang daerah dan rencana 
pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka 
menengah daerah dan rencana kerja pemeintah 
daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

3. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 
112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM. 

1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
2. Sekretaris 
3. Sub Koordinator Program dan Pelaporan 
4. Staf 

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 
SOP Penyusunan RENSTRA 
Penjelasan: 
Keterkaitan SOP Penyusunan Rencana Strategis 
(RENSTRA) dengan RPJMD adalah bahwa penyusunan 
Renstra mengacu kepada RPJMD 

1. ATK 

2. Komputer/Laptop 
3. Printer 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

1 Penyusunan RENSTRA harus tepat waktu, disusun 
setelah akhir tahun anggaran 

. Dikonsultasikan ke Tim Verifikasi RENSTRA 
(Bapelitbang) 

3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penganggaran 

tidak berjalan sebagaimana mestinya 

Menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) 
Perangkat Daerah setia[ tahun 



SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 

[ 

NO Aktifitas 

Pelaksana Mutu Bak u 

Kepala 

Dinas 
Sekretaris 

Sub
Koordinat 

or 

Program 
dan 

Pelaporan 

I 

Staf Bidang 
Bappelitbang/ 
Tim Verifikasi 

Persyaratan/ 
Perlengkapan 

Waktu Output 

1. Mendisposisi surat 
penyusunan 
Renstra dan Nota 
Dinas dalam 
rangka permintaan 
data 

Jenis data 
yang 
diperlukan 
dalam 
penyusunan 
Renstra 

2 hari Laporan/data 
untuk Renstra Mulai 0- 

2. Memberikan 
Persetujuan 
Nota Dinas oleh 
Sekretaris dan 
Ja. BKPSDM 

Penyampaian 
Nota Dinas 

1 hari Nota Dinas 

0 4- 0 *--

3. Menyampaikan 
Nota Dinas ke 
Bidang-Bidang 

Penyampaian 
Nota Dinas 
dan Format 

15 
menit 

Nota Dinas 

4. Menyusun draft 
Renstra 
berdasarkan data 
dan i Bidang-Bidang 

Memperhatika 
n RPJMD 
Kabupaten 
Lima Puluh 
Kota 

6 hari Draft Renstra 

4 

5. Meneliti dan 
Mengkoreksi Draft 
Renstra 

Daftar Koreksi 
dan Masukan 
terhadap Darf 
Renstra 

2 hari Daftar 
Koreksi dan 
Masuakan 
terhadap 
draft 
Renstra 

I 
 t. 

6. Memberikan 
persetujuan 
rancangan Akhir 
Renstra 

Hash l Koreksi 1 hari Rancangan 
Akhir 
Restra 

Oil— 

7. Menyetujui 
rancangan Akhir 
Renstra 

Rencana Akhir 
Renstra Hash l 
Koreksi 

1 hari Rancangan 
Akhir 
Renstra 

0 ‘ )! 

8. Mempresentasi 
kan 
Rancangan 
Akhir Renstra 

Y Untuk di 
koreksi oleh 
tim verifikasi 

1 hari Rancangan 
Akhir 
Renstra 

g. Mengkoreksi 
dan asistensi 
dengan Tim 
Verifikasi 
Renstra 

Dokumen 
Renstra 

6 hari Dokumen 
Renstra 

10. Mmperbaiki 
dan meminta 
persetujuan 

Dokumen 
Renstra 

1 hari Dokumen 
Renstra 

11. Memberikan 
persetujuan 

Dokumen 
Renstra 

1 han Dokumen 
Renstra 

. --- 

12. Menyampaikan 
Renstra pada 
Bapelitbang 

 Dokumen 
Renstra 

1 hari Dokumen 
Renstra Selesai 



11 * ... 
113 'it 
A -I 
A `0 
t -• 

Air * 
%ang, 

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA 

KECIL DAN MENENGAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

SOP SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN PELAPORAN 
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN 

(RKA) 

NOMOR SOP : 891 /PerdagKopUKMIXII/2023 
TANGGAL PEMBUATAN : 01 Desember 2023 
TANGGAL REVISI . - 
TANGGAL EFEKTIF : 01 Desember 2023 
DISAHKAN OLEH . f KEPAL.: ! NAS 

/ 
1 1 

4,40/ 

Drs. RAH , • D HIDAYAT, M.Si 
NIP 1973 308 199203 1 002 

NAMA SOP : PENYUSUNAN DOKUMEN 
RENCANA KERJA ANGGARAN 
(RKA)

DASAR HUKUM : KUALIFIKAS1 PELAKSANA : 
1. undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 
tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan 
evaluasi Pembangunan Daerah, tata evaluasi 
rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata 
cara perubahan rencana jangka panjang daerah, 
rencana pembayaran jangka menengah daerah dan 
rencana kerja pemerintah daerah; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781), 

4. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 
112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan UKM. 

1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
2. Sekretaris 
3. Sub Koordinator Program dan Pelaporan 
4. Staf 

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 
1. SOP Penyusunan Renstra 
2. SOP Penyusunan Renja 

1. ATK 
2. Komputer/Laptop 
3. Printer 
4. Dokumen Renstra 

5. Dokumen Renja 

PER1NGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN • 
Penyusunan RKA harus dilakukan tepat waktu, jika tidak 
maka 

Disimpan sebagai data manual dan elektronik menjadi 
dasar pelaksanaan program dan keg iatan perangkat daerah 



SOP PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) 

No Aktifitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Kepala 
Dinas 

Sekretaris 

Sub 
Koordinator 

Program 
dan 

Pelaporan 

Staf 
Persyaratani 
Perlengkapan Waktu Output 

1. Menugaskan 
Kasubag. Program 
dan pelaporan 
untuk membuat 
RKA 

Disposisi 5 Menit Disposisi 

2. Menugaskan staf 
untuk membuat 
RKA 

4, Disposisi 10 Menit Disposisi 

3. Menyiapkan, 
mengumpulkan 
bahan - bahan / 
data untuk 
membuat RKA dani 
bidang-bidang dan 
Sekretariat serta 
menyerahkan ke 
Kasubag. Program 

, Data dan 
konsep RKA 

1 Minggu Konsep RKA 

4. Memverifikasi dan 
mengoreksi 
konsep RKA 

! 

Konsep RKA 2 Hari Konsep RKA 

I 

5. Meng- input RKA 
ke SIPKD 

v Konsep RKA 36 jam Konsep RKA 
, 

6. Mengoreksi hasil 
input RKA clan 
menyerahkan ke 
Sekretaris 

v  T 
Konsep RKA 8 jam Konsep RKA 

hasil input 

A 

- 

7. Mengoreksi 
konsep dan 
menyerahkan ke 
Kepala Dinas 

e V , Konsep RKA 1 Jam Konsep RKA 
hasil input 

8. Menandatangani 
RKA 

It 

Konsep RKA 20 Menit RKA 



DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KEC1L DAN MEN ENGAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
SOP SUB BAGIAN KEUANGAN 

VERIFIKASI SPJ 

Nomor SOP as /PerdagKopUKM/X1U2023 

Tanggal Pembuatan 01 Desember 2023 

Tanggal Revisi 

Tanggal Pengesahan 01 Desember 2023 

Disahkan oleh 

Nama SOP 

KEPALA D A 

Drs. RA AD HID YAT, M.Si 
NIP 19730308 199203 1 002 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 70 
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fnngsi Sena Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten 
Lima Puluh Kota. 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Keterkaitan 

Verifikasl SPJ 

. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 
2. Sekretans 
3. Kasubag Keuangan 
4. Staf 
S. Bendahara 

Peralatan/Perlengkapan 

1. SOP verifikasi SPJ keuangan 

Peringatan 

1. ATK 

2. Komputer/Laptop 

3. Printer 

4. Meja 

5. Kursi 

Pencatatan clan Pendataan 

1. Verifikasi SPJ keuangan dilakukan setiap ada permintaan pencairan 
dana 
2 Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses 
pembuatan laporan bulanan 

Harus dilakukan dengan teliO, akurat / akuntabel dan tepat waktu. 



SOP VERIFIKASI SPJ 

NO URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA MUTU BUKU 

STAF 
KEUANGA 

N 
KASUBAG KEU BENDAHAFtA 

SEKRETAR 
IS / PPK- 

SKPD 

KEPALA 
()INAS 

Persyaratan/Kelangkapan Waktu Output 

1 
Menerima SPJ dan di 
perikSa sesuai aturan yang 
berlaku 

SPJ dan Kelengkapannya 10 Menit 
Register
Penerimaan SPJ 

I MULAI 

2 Memverifikasi SPJ 

' Kwitansi, SPT, Faktur, SPPD, 
Daftar2. Laporan, billing Pajak, 
dan kelengkapanlainnya sesuai 
aturan untuk SPJ 

1 Han ( - 50 Kwitansi ) 

2 han ( sampai 100 
Kwitansi ) 
3 Han ( sampai 150 
Kwitansi )

SPJ * 

3 
Meneliti hasil verifikasi dan 
di paraf 

4. 
 SPJ verifikasi 1 Han SPJ 

4 Menyetujui Pengesahan SPJ SPJ verifikasi 1 Hari SPJ 
I 

5 
Bendahara menerima SPJ 
untuk Proses BKU dan Input 
ke Aplikasi 

SPJ Buku Bantu 1 Hari 
Penomoran BKU, 
SPJ 

A- - - 

I 

i 

6 
Bendahara Melakukan 
Pembayaran SPJ, 
memungut dan Menyetor 
pajak 

SPJ. billing pajak 
1 Hari ( Kwitansi 
sampai 150) 

SPJ 
, 

7 
SPJ Dikembalikan Ke 
Bidang setelah dicatat pada 
buku kontrol BKU 

4

1 

SPJ 2 Hari SPJ 

8 

SPJ diterima kembali 
setelah di perbanyak 
bindang dan di cek ke biku 
kontrof bundelkan 

SPJ 
Maksimal 2 Minggu 
setelah SPJ di 
kembalikan ke Bidang 

SPJ kwitansi 
Putih dan Merah I 

9 SPJ Slap dibundel kan 
sesuai Rincian Objek 

SELESAI 

 SPJ 

1 hari 

SPJ kwitansi 
Putih dan Merah 



Nomor SOP 1PerdagKopUKM/X11/2023 

01 Desember 2023 

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

SOP SUB BAG1AN KEUANGAN 

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

Tanggal Pernbuatan 

Tanggal Revisi 

Tanggal Pengesahan 

Disahkan oleh 

01 Desember 2023 

Ors. RA AD HIDA VAT, M.Si 

NIP 19730308 199203 1 002 

Nama SOP 

Dasar Hukum KualifIkasl Pelaksana 

1.Undang-undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat 

Undang-undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemenntahan Daerah 

6. Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntanst 

Pemenntahan . 

7. Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

8. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 lentang klartfikast, kodefikast,dan 

nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah. 

9. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tenteng pedoman teknis pengelolaan keuangan 

daerah: 

10 Peraturan Bupatt Lima Puluh Kota Nomor 99 tahun 2021 tentang perubahan 

ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntasi 

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.  

Keterkaitan 

SOP penyusunan laporan keuangan 

2 SOP Pelaporan Aset 

Peringatan 

1 Laporan Keuangan dilakukan pada awal tahun bertkutnya 
2 Jika SOP ini tidak dtjalankan maka proses penyusunan laporan keuangan akhir tahun akan 
terhambat 

Penyusunan Laporan Keuangan 

1. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 

2 Sekretans PPK - SKPD 

3 Kasubag Keuangan 

4. Bendahara 

5. Pengurus Barang 

6. Staf 

7 Bagian Akuntast Badan Keuangan 

8. Tim LKPD 

9. Inspektorat 

Peratatan/Perlengkapan 

1 ATK 

2 Kompliter/Laptop 

3 Pnnter 

4 Meja 

5. Kursi 

Pencatatan dan Pendataan 

Harus dilakukan dengan teliti. akurat dan tepat waktu 



SOP PENYUSUNAN LAPORAN 

NO 

_ 

URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA MUTU BUKU 

KASUBA 
G KEU 

BEND STAF 
AHAFtA KEUANGAN 

PENGURUS 
BARANG 

BAGIAN 
AKUNTANSI 

(BK) 

SEKRETA 
RIS / PPK- 

SKPD 

KEPALA 
DINAS 

TIM 
LKPD 

INSPEKTO 
RAT 

Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output 

1 Menerima disposisi untuk 
menyusun Iaporan keuangan 

Mulai Surat Masuk, Lembaran 
Disposisi 

10 Menit Disposisi 

2 
Menpapkan data-data 
Keuangan 

* Data - data Keruangan 1 Han Data 

3 
Menylapkan data-data 
Keuangan 

s Data - data Keruangan clan 
Daftar Asset 

1 Hari Daftar Asset 

4 Menyusun data hasil rekon 
s 

Daftar Asset 2 Han Daftar Asset 
I 

5 
Menyusun worksheet neraca 
laJur) 

4- Jurnal , Daftar Asset, 
Realisasi 

3 Han Realisasi 

, 

6 
Menyusun neraca dan Laporan 
realisasi Anggaran (LRA) 

Neraca Lajur 2 Han 
Draft Neraca 
dan LRA 1 

7 Memenksa Neraca dan LRA 
. 1 

1 Draft Neraca dan LRA 2 Han 
Draft Neraca 
dan LRA 

8 
Melakukan rekonsiliasi asset, 
dan LRA 

4- 

Draft Neraca dan LRA 1 Hari 
Draft Neraca 
dan LRA 

I 

9 Menyusun Neraca dan LRA 
• _ _I 

Draft Neraca dan LRA 2 Jam 
Draft Neraca 
dan LRA 

10 Menyusun Catatan atas 
Laporan 
Keuangan (CaLK) 

Neraca ,LRA, Lakip 3 Han Menyusun 
Catatan atas 
Laporan 1 

11 Memenksa draft Laporan 
Keuangan 

Draf laporan Keungan 3 Han Draf laporan 
Keungan 

12 Melakukan Rem Laporan 
Keuangan dengan Inspektorat 

s 
Draf laporan Keungan 2 Han Draf laporan 

Keungan 

13 Memenksa draft perbaikan 
Laporan Keuangan 

. Draf laporan Keungan 3 Jars Draf laporan 
Keungan 

1 

14 Memenksa dan memaraf 
Laporan Keuangan 

Draf laporan Keungan 2 Jam Draf laporan 
Keungan 

15 Memenksa dan memaraf 
Laporan Keuangan 

s. Draf laporan Keungan 2 Jam Draf laporan 
Keungan 

i 

16 Menyetujui laporan Keuangan I 
. 

Draf laporan Keungan 1 Han Laporan 
Keuangan 

17 Menggandakan Laporan 
Keuangan I 

.4
Laporan Keuangan 1 Han Laporan 

Keuangan 

Selesai 

18 Menyampaikan Laporan 
Keungan 

s Laporan Keuangan 30 Menit Laporan 
Keuangan 



DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
SOP SUB BAGIAN KEUANGAN 

PENERBITAN SPM 
Dasar Hukum 

Nomor SOP 

Tanggal Pembuatan 

Tanggal Revisi 

Tanggal Pengesahan 

Disahkan oleh 

Nama SOP 

89 /PerdagKopUKWXII/2023 

01 Desember 2023 

01 Desember 2023 

Kualifikasl Pelaksana 

KEP D A 

Drs. RAH, HID AT, M.Si 
NIP 1973 08 199203 1 002 

Penerbitan SPM 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2016 1. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 

Tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 2. Sekretaris PPK - SKPD 

Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota. 3. Kasubag Keuangan 

2. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua 4. Bendahara 

Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaar 5. Staf Keuangan 

Keuangan Daerah. 6. Instansi Lain ( Badan Keuangan) 

Keterkaitan 
1. SOP penyusunan DPA 

Peralatan/Pertengkapan
1. ATK 

2. Komputer/Laptop 

3. Printer 

4. Meja 

5. Kursi 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
1 Penerbitan SPM paling lambat dilakukan dalam waktu 1 hari dan i saat SPP Harus dilakukan dengan telt, akurat dan tepat waktu 

ditenma 
2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pencairan dana kegiatan akan terhambat 



SOP PENERBITAN SPM 

NO URAIAN PROSEDUR 
PELAKSANA MUTU BUKU 

.1 /AV 

KEUANGA 
KASUBA 
G KEU 

BENDAHA 
RA 

JC,NINL. I /1 

RIS / PPK- 
KEPALA 
DINAS 

BK Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output 

1 
Menerima SPP UP/GUTTU, LS 
dan Kontrak 

- Al--

Mulai SPP, Kontrak, Kuitansi 10 menit Register SPP 

2 
Memverifikasi kelengkapan SPP 
UP/GUTTU, LS dan Kontrak 

I . SPP. Kontrak, Kuitansi 2 jam SPP verifikasi 

3 
Memasukan ke buku bantu 
perbendaharaan 

4 
Buku bantu perbendaharaan 30 menit SPP verifikasi 

4 
Membuat Surat Perintah 
Membayar (SPM) 

— 0 

SPP. Kontrak, Kuiransi 30 menit Draft SPM 

, 

5 Memeriksa dan Memparaf SPM 
4-- 

Draft SPM 15 menit Draft SPM 
yang sudah 
diperiksa 

6 Memeriksa dan memaraf SPM 
- - — — ---* 

Draft SPM yang sudah diperiksa 15 menit Draft SPM 
yang 
sudah di paraf I 

7 Menyetujui SPM 
---* 

Draft SPM yang sudah di paraf 1 hail SPM yang 
sudah 
disetujui 

8 Meregister SPM 

4 
Register SPM 15 mend SPM yang 

sudah 
diregister 

9 Menyampaikan SPM 
3" 

Selesai SPM 1 Hari Permintaan 
Cair 
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DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

Nomor SOP : 'i?),31 /PerdagKopUKM/X11/2023 

Tanggal Pembuatan : 01 Desember 2023

Tanggal Revisi •. - 

Tanggal Efektif : 01 Desember 2023 
Disahkan oleh 

KEP S 

, 
, / • 

Drs. RAH D HIDAYAT, M.SI 
NIP 197 0308 199203 1 002 

SOP Bidang Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro - Fasilitasi Sertifikasi Halal Nama SOP : Fasilitasi Sertifikasi Halal 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Keal dan Menengah 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
4. Undanq-Undanq Nomor 33 Tahun 2014 Tentanq Jaminan Produk Halal 
5. Peraturan Pemerintah Penqqantt Undanq-Undanq Nomor 2 Tahun 2022 Tentana 

Cipta Keria 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentanq Peranqkat Daerah 
7 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentanq Kemudahan, Perlindungan dan 

Pemberdavaan KUMKM 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentanq Penvelenqqaraan Bidanq 

Produk Halal 
9. Peraturan Menteri Dalam Neqed RI Nomor 52 Tahun 2011 Tentanq Standar 

Operasional Prosedur di Linqkunqan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 
10 Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentanq Pedoman 

Penvusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 
11 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 112 Tahun 2021 tentanq Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, 
Koperasi, dan UKM (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 

1. Pendidikan minimal sarjana 
2 Mampu mengoperasikan komputer 
3. Mampu berkomunikasi dengan baik 
4 Memahamt regulasi terkait sertifikasi halal 
5, Memiliki ketelitian / cermat 
6. Memiliki Etos keria 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
SOP ini tidak berkatan dengan SOP lain. 1. Komputer/Laptop 

2. Mesin Pencetak (printer) 
3. Mew) fotocopy 
4. ATK 
5. Jaringan Internet 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka proses Sertifikasi Halal tidak 

akan berjalan dengan baik. 
Data disimpan elektronik dan diarsipkan manual 



SOP FASILITASI SERTIFIKASI HALAL 

No Keglatan Potaksazia Baku Muth 
Kopala Ohms Staf /MPH KUKM Keleagkapaa Waktu Oatput 

1 Menymnpaikan pengumuman tcrkait dengan inforrnasi 
fa_silitasi Sertifikasi Halal 

Hokum., Pengumuman I Ilari Pcngumuman 
tersampaikan 

2 
Mcnginventarisir colon KUMKM yang akan di fasilitasi 
Sertifikasi Halal 

T 

I Ilan 
Daftar calon KUMKM 
yang akan di fasilitasi 

sertifikasi halal 

3 Mclakukan yerifikasi berkas persyaratan 
la 

Tidal: 

Persyaratan tamlitasi 
sertifikasi 
halal: 
a. Mengisi formulir 
pendaftaran 
b. KIT 
c. Domisili dan tempat 
usaha 

d. Memiliki legalitas usaha : 
NIB RBA 
e. Mahan baku tidak 
menggunakan 
atau terkontaminasi barang 
haram/najis 
f. Usaha sudah berjalan 
,flir,tmpt 1 tlahtlin 

7 ifitri 

• 

4 Jika tidak lobos scleksi maka akan gugur 

V 

- 

Daftar KUMKM yang 
gugur dan dapat 
rnengajukan pada 
tahun berikutnya 

( ) 

5 

Jika halos scleksi maka akan dilakulcan pendaftaran mclalui 
link pendaftarandengan mengisi data clan upload 

link : https://pts-p.halal.go.id/ 

Daftar KUMKM yang di 
fasilitasi 
sertifikasi halal 

1 Hari 
Formulir pendaftru-an 

yang telah dustpersyaratan 

. 

6 Melalcukan sosialisasi/ workshop/ bimtek sertifikasi halal 

e 

2 Hari 

Daftar KUMKM yang 
telah dibekali 

pcngetahuan terkait 
sertifikasi halal 

--. 1 
. 

7 
Melakukan proses sertifikasi halal sesuai dengan prot.clure 

pada BPJPII 

+ 

4 liulan Sertifilcat halal 

8 Mcnerbitkan Sertifikat Halal 

e 

Sertifikat halal I Ilan 
Sertifikat halal 

diserahkan kepada 

Dinas 
, 

9 Mcnycrahlcan Sertifikat /fatal kepada KUKM Sertifikat halal 1 Hari 
Sertifikat halal 

d isrrahkan kcpada 
KUKM 

C p 
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DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

Nomor SOP : U9 I /PerdagKopUKM/X1112023 

Tanggal Pembuatan : 01 Desember 2023 

Tanggal Revisi 

Tanggal Efektif : 01 Desember 2023 

Disahkan oleh 
KEPALA D, • A ......._, 

i )

/ -------- • 

Drs.RAHM a HIDAYAT, M.Si 
NIP 1973.3081992031002 

SOP Bidang Pemberdayaan, Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro - Pengadaan 

Bantuan Hibah Peralatan Bagi UMKM 

Nama SOP : Pengadaan Bantuan Hibah Peralatan
bagi UMKM

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang 1. Pendidikan minimal Si 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro 

2. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan. 

Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah 

3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dan Anggaran 

Pendapatan dan BelanjaDaerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima 

Puluh Kota 

Keterkaitan Peraiatan/periengkapan 

1. SOP Bidang lain di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil 1. DPA SKPD 

dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota 

2. SOP Bidang lain Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi 

Sumatera Barat 

2. Komputer 

3. ATK 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika SOP Hibah ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Hibah 

tidak dapat dilaksanakan dengan baik. 



SOP PENGADAAN BANTUAN HIBAH PERALATAN BAGI UMKM 

No KegiaLan PefakSana Mutu Baku Keterangan 

SW Kasi Kabid Sekretaris KadIs Keiengkapan Waktu Output 

i Menenrna Pengajuan Proposal Permohonan dan DPA 
Kelompok UMKM. .DispoSisi,Juknis 

3 bulan Proposal 

Proposal yang 
diajukan untuk 2025 
paling lambat Juni 
2624 1. 

Menginventarisir UMKM yang membutuhkan peralatan 
usahanya. 

disposisi 
Proposal. tanda 
terima proposal 

6 han Rekap Proposal 

Melakukan Monitoring tentang Kelayakan Kelompok 
UMKM yang akan difasita 

 Proposal 1 bulanasi 
Laporan Hasit 
Survey Proposal 

r --m 

4 Melaporkan basil Monitonng Rekap 
Money Proposal 

1 han 
Rekap hasil Survey 
Proposal yang 
memenuhi syarat 

Melaksanakan rapat persrapan, kegratan dengan seluruh 
anggota bidang. Sekretaris dan Kepala Dinas. 

Bahan rapat. 
disposis: 
undangan. absen 
rapat 

1 han 
Notulen rapat 
tentang CP/CL 
Penenma hibah I 1 

6 
hiembuat konsep CP/CL dan dilanjutkan dengankonsep 
Surat Keputusan Kepala Dinas tentanng Penenma 
Hibah peralatan 

Notuten rapat 
tontang 
persiapan 
pelaksanaan 
kegiatan 

3 han 

NOW Dmas dan 
Rekomendasi 
CP/CL Penerima 
Hibah Peraiatan 

5 
Mengetik CP/CL dan Surat Keputusan Kepala Dinas 
tentang Penerima Hibah selanjutnya di dikoreksi dan di 
teliti. 

i f 

Nota Dinas dan 
Rekomendasi 

6 han 
CP/CL dan SK 
Penenma Hibah 
Peralatan 

— 

Menyiapkan Adminrstrasi dan persyar-atan Pengadaan 
Hrbah peralatan bagi Kelompok UMKM 

Om an yang Nota Di 
sudah diparaf 

5 han 
Nola Dinas yang 
sudah diparaf —r ---1_ 

7 Proses pengadaan peralatan 
Nota Drnas yang 
sudah diparaf 

50 han 

SPK Penyedia 
Barang. BASTB, 
BASTHP.BA 
Pembayaran 

Penyerahan peralatan kepada kelompok UMKM 
penerima 

Nota Oman yang 
sudah diparaf 

20 han 
- Beata Acara 
Serah Tenma 
Barang 

CID4 H 

9 Pelaporan BASTB 6 han 
Laporan 
Pelaksanaan Hibah 

— — 
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DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MEN ENGAH 
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

Nomor SOP : 1 IPerdagKopUKM/X11/2023 
Tanggal Pembuata : 01 Desember 2023 
Tanggal Revisi 
Tanggal Efektif : 01 Desember 2023 
DIsahkan olch KEPALA NA 

• 
Drs. RA IDAYA , M.Si 

NIP. 1 30308 199203 1 002 
SOP Bidang Pemberdayaan, Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro - 

Pendaftaran Rekomendasi Merk Bagi UMKM 

Nama SOP : Pendaftaran Rekomendasi Merk bagi UMKM 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 3 Tahun 2018 tentang 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro 

2. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menenngah 

3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum 

dan HAM RI No. HKI.4-T1.04.01-01 tentang Permohonan Pendaftaran Mark 

1 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 

2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 

3 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan rekomendasi merk 

dengan Fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 

1. SOP Bidang lain di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota 

2. SOP Bidang lain Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi 

Sumatera Barat 

1. DPA SKPD 

2. Komputer 

3 ATK 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penerbitan rekomendasi 

merk tidak dapat dilaksanakan dengan baik. 

Disimpan sebagai data manual / arsip 



SOP PERMOHONAN REKOMENDASI PENDAFTARAN MERK BAGI UMKM 

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku 
Staf Kasi Kabid Sekretaris Kadis Kelengkapan Waktu Output 

1 
Menerima Pengajuan Permohonan Mark clan 
UMKM DPA ,Disposisi,Juknis 3 hari Surat permohonan 

2 Memenksa kelengkapan berkas disposisi surat 
permohonan 

1 hari 

Nama pemohon, 
alamat 
pemohon,label 
mark, jems barang 
atau jasa yang 
dimohonkan 

3 Mengetik surat rekomendasi merk Nota Dinas surat 
permohonan 

1 Jam 
Surat rekomendasi 
yang sudah diparaf 

Memaraf surat rekomendasi dan 
meneruskannya ke Kabid untuk diparaf 

Surat rekomendasi yang 
sudah diparaf 

10 menit 
Surat rekomendasi 
yang sudah diparaf 

Memaraf dan meneruskannya ke Kadis 
untuk ditandatangani 

Surat rekomendasi yang 
sudah diparaf 

15 menit 
Surat rekomendasi 
yang sudah diparaf 

I 
I 

6 Menyetujui surat rekomendasi 
Surat rekomendasi yang 
sudah diparaf 

30 menit 

Surat rekomendasi 
yang sudah 
disetujui dan 
ditandatangani 

5 Menerima surat rekomendasi 
Surat rekomendasi yang 
sudah disetujui dan 
ditandatangani 

1 han 

Surat rekomendasi 
yang sudah 
disetujui dan 
ditandatangani 

Membuat akun dan menginput data pemohon 
pada laman pendaftaran merk dagang 

ui di 1 etiU1 I ler IUdS , 

pemilihan kelas merk 
dagang, print out kode 
billing dan invoice, input 
dan upload gambar 
logo. dan desknpsi 

5 hari Terdaftar 

7 Pelaporan 
Bahan permohonan 
pendaftaran merk 

3 hari Laporan 
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DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

Nomor SOP : as' / k,cety.,,f,Aktcm tio 1 / ?01.3 

Tanggal Pembual : 01 Desember 2023 

Tanggal Revisi : - 

Tanggal Efektif : 01 Desember 2023 
Disahkan oleh : f KEP INAS / 

//77.

Drs. RAHMA H1DAYAT, M.Si 
NIP 19730308 199203 1 002 

SOP Bidang Pemberdayaan, Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro - 
Pendidikan dan Pelatihan 

Nama SOP Pendidikan dan Pelatihan 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. PermenkopUKM No 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelatihan Bagi Sumber 

Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro. Kecil dan Menengah 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 3 Tahun 2018 tentang 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro 

3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menenngah 

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 

2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 

3 Mengetahui mekanisme pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baai SDM 

koperasi dan pelaku UKM 

Keterkaitan Peralatanlperlengkapan 

1. SOP Bidang lain di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil 

dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota 

2. SOP Bidang lain Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi 

Sumatera Barat 

1. DPA SKPD 

2. Komputer 

3. ATK 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika SOP Pendidikan dan Pelatihan ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual / arsip 



SOP PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

o Kegiatan Pelaksana Mutu Baku 

Kasi Staf Kabid Sekretaris Kadis Kelengkapan Waktu Output 

1 

Mempersiapkan jadwal pelaksanaan 
diklat dan membuat undangan 
kemudian memberikan ke staf untuk di 
ketik 

DPA 
dan 

Disposisi 
1 hari 

Bahan rapat, 
disposisi 
undangan 

Memperbanyak undangan untuk 
didistribusikan kepada 
pengurus/pelaku KUMKM dan 
melaporkan hasilnya. 

V Disposisi 
undangan, 
tanda terima 
undangan 

3 hari 

Bahan rapat. 
disposisi 
undangan, 
absen rapat 

3 Melaksanakan rapat persiapan 

Bahan rapat, 
disposisi 
undangan, 
absen rapat 

3 jam 

Notulen rapat 
tentang
persiapan 
pelaksanaan 
kegiatan 

4 
Mempersiapkan tempat pelaksanaan 
kegiatan (akomodasi dan konsumsi) 
serta periengkapan lainnya. 

Notulen rapat 
tentang 
persiapan 
pelaksanaan 
kegiatan 

1 hail 

Nota Dinas 
dan 
Rekomendasi 
tempat 
pelaksanaan 
kegiatan 

5 
Mengetik nota persetujuan pencairan 
dana kegiatan 

Nota Dinas dan 
Rekomendasi 
tempat 
pelaksanaan 
kegiatan 

3 Jam Nota Dinas 

Memaraf nota pencairan dana dan 
meneruskannya ke Kabid untuk 
diparaf 

Nota Dinas 10 menit 
Nota Dinas 
yang sudah 
diparaf 

Memaraf dan meneruskannya ke 
Kadis untuk disetujui. 

Nota Dinas 
yang sudah 
diparaf 

15 menit 
Nota Dinas 
yang sudah 
disetujui „ 

Menyetujui dan menandatangani nota 
pencairan dana 

Nota Dinas 
yang sudah 
disetujui

30 menit 

Nota Dinas 
yang sudah 
disetujui dan 
ditandatangani 

Menerima nota dan menyerahkannya 
kepada Kabid untuk diteruskan ke 
Kasi terkait untuk dilaksanakan 

Nota Dinas 
yang sudah 
disetujui dan 
ditandatangani 

10 menit 

Nota Dinas 

yang sudah
disetujui dan 
ditandatangani 

)<1 

10 
Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan 
Pelatihan 

Mated 
Pelatihan, Nara 
sumber dan 
kelengkapan 
administrasi 
pertanggung 
jawaban 

1 hail 
Peserta yang 
terdidik dan 
terlatih 

) 

11 Pelaporan 

Bahan 
keiengkapan 
adm. 
Pertanggung 
jawaban dan 
catatan giat 
pelatihan 

3 hail Laporan 
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DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

Nomor SOP : 891 /PerdagKopUKM/X11/2023 

Tanggal Pernbuatan : 01 Desember 2023 

Tanggal Revisi - 

Tanggal Efektif : 01 Desember 2023 

Disahkan oleh KEPALA D AS 

' 

Drs.RAH AD HIDAYAT, M.Si 
NIP 19 03081992031002 

SOP Bidang Pemberdayaan, Pengembangan Koperasi dan Usaha 
Mikro - Pelayanan PLUT 

Nama SOP : Pelayanan PLUT 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro 

2. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

3. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 

tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah 

1. Pendidikan minimal D3 

2. Mampu berkomunikasi dengan baik 

3. Memiliki etos kerja 

4. Memahami regulasi terkait pelayanan PLUT 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 

1 SOP Bidang lain di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi . Usaha Kecil 

dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota 

2. SOP Bidang lain Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi 

Sumatera Barat 

1. DPA SKPD 

2. Komputer 

3, ATK 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika SOP Pelayanan PLUT ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Pelayanan 

PLUT tidak dapat dilaksanakan dengan balk. 



SOP PELAYANAN PLUT 

No Kegtatan 
Pelaksana Mutu Baku 

Ste Admin 

A 

Konsultan Pimpinan PLUT Kadis Kelengkapan Waktu Output 

1 Pelaku KUMKM melapor ke resepsionis KTP,Profil Usaha 10 menit CD 

2 
Pendaftaran dan Pengisian Formulir 
yang disediakan Admin 

,.., 

KTP,Profil, Email 15 menit 

3 
Admin mengarahkan KUMKM ke 
Konsultan sesuai dengan 
permasalahan yang dihadapi KUMKM 

- 

4 Identifikasi permasalahan 

5 Pemec,ahan masalah 

6 Pendampingan 
Proposal usaha, 
Profil usaha 

7 Pelaporan 

Foto produk, 
legalitas usaha, 
NIB, NIK 
koperasi. 
konsultasi, 
facilitaci 

<> <> 
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DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

Nomor SOP : By % /PerdagKopUKM/X11/2023 

Tanggal Pembuatan : 01 Desember 2023 

Tanggal Revisi 

Tanggal Efektif : 01 Desember 2023 

Disahkan oleh 
,t KEPALA D AS 

• 

Drs. RAH H1DAYAT M.Si 

NIP 1973 08 199203 1 002 

SOP Bidang Pemberdayaan, Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro - 
Permohonan Surat Keterangan Terdaftar 

Nama SOP : Permohonan Surat Keterangan Terdaftar 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 3 Tahun 2018 tentang 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro 

2 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 112 tahun 2021 tentang Kedudukan. 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

1. Pendidikan minimal Si 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 

1. SOP Bidang lain di lingkungan Dinas Perdagangan. Koperasi, Usaha Kecil 1. DPA SKPD 

dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota 

2. SOP Bidang lain Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi 

Sumatera Barat 

2. Komputer 

3 ATK 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika SOP Perrnohonan Surat Keterangan Terdaftar tidak dilaksanakan maka 

pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar tidak terlaksana dengan baik 



SOP PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR 

No, Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Staff 
Sub 

Koordinator 
Kabid Sekretaris Kadis Kelengkapan Waktu Output 

1 
Menertma pengajuan permohonan Surat 
Tanda Registrasi 

Surat permohonan, 
SK Wall Nagan, 
berita acara. ADART, 

fotocopy seuruh
anggota kelompok 

1 Han Disposist

( ) 

2 Memenksa kelengkapan berkas 

V 
Disposisi surat 
permohonan 30 menit 

Berkas yang telah 
dipenksa 

3 Mengambil nomor registrasi 
Berkas yang telah 
dtpenksa 

10 menit Nomor registrasi 
< 

4 Mengetik Surat Tanda Registrasi 
Nota dinas surat 
permohonan 

10 menit 
Surat Keterangan 
Terdaftar 

5 
Memaraf dan meneruskannya ke Kepala 
Bidang untuk diparaf 

Surat Keterangan 
Terdaftar 

10 menit 
Surat Keterangan 
Terdaftar yang sudah 
diparaf 

 > 

5 
Memben paraf dan meneruskannya ke Kepala 
Dinas 

Surat Keterangan 
Terdaftar yang sudah 
diparaf 

20 menit 
Surat Keterangan 
Terdaftar yang sudah 
diparaf 

> ___.,>, 

A 

6 Menyetujut Surat Tanda Registrasi 
Surat Keterangan 
Terdaftar yang sudah 
diparaf 

10 menit 

Surat Keterangan 
Terdaftar yang sudah 
disetujui dan 
ditandatangani 

7 Menerima Surat Tanda Registrast 

Surat Keterangan 
Terdaftar yang sudah 
disetului dan 
ditandatangant 

1 han 
Surat Keterangan 
Terdaftar ( )---- 

< 

8 Pelaporan 
Surat Keterangan 
Terdaftar 

3 Han Laporan ----1 ' 
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Nomor SOP : 89 k fiDerdagKopUKIWX11/2023 

Tanggal Pembuatan : 01 Desember 2023 

Tanggal Revisi : - 

Tanggal Efektif : 01 Desember 2023 

- 

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

Disahkan oleh 
' E A 

. 

Drs. RAH D HIDAYAT, M.SI 
NIP 19730308 199203 1 002 

SOP Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan - Pemantauan Harga Bahan 
Pokok 

Nama SOP : Pemantauan Harga Bahan Pokok 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 
1 Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

2 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 89 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis 
pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2021 

3 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 

1. Menguasai peraturan Tentang Harga Bahan Pokok 

Keterkaitan Peralatanlperlengkapan 

SOP ini tidak berkartan dengan SOP lain. 
. 1 Alat tulis kantor

2. Komputer, jaringan dan printer 

3. Aplikasi SP2KP 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka proses pemantauan harga bahan 

pokok tidak akan berjalan dengan baik. 

Data disimpan elektronik dan diarsipkan manual. 



SOP PEMANTAUAN HARGA BAHAN POKOK 

Nomot Aktifitas 
Mang Kemetrologian dan Pengawasan Mutu Baku 

Kepata 
Dinas 

Kepala 
Bidan_g 

Petugas 
Pernantau 

Responden / 
Pedagang 

Kelengkapan Waktu Output 

1 Menuju lokasi pasar / titik pantau yang telah ditentukan 

LJ 
Kertas pemantauan harga 

sesuai jarak tempuh 
ke lokasi tltik pantau 

Harga kebutuhan 
pokok 

2 
Mewawancarai responden terkait harga kebutuhan 
pokok sesuai komoditi yang telah ditentukan 

Kertas pemantauan harga 
Harga kebutuhan 

pokok 

3 
Melaporkan harga kebutuhan pokok sesuai kondisi 
terkini dan menjelaskan alasan apabila ada kenaikan / 
penurunan harga kepada petugas pemantau 

Kertas pemantauan harga 
Harga kebutuhan 

pokok 
I---] 

4 
Mengumpulkan dan mengolah data harga sesuai has/ 
wawancara dengan responden 

Kertas pemantauan harga 
Harga kebutuhan 

pokok 

5 
Membuat Laporan harga harian barang kebutuhan 
pokok sesuai format yang telah diberikan 

Harga kebutuhan pokok 
Laporan Harga 

Kebutuhan Pokok 

6 
Menandatangani laporan harga nanan barang 
kebutuhan pokok 

Laporan Harga Kebutuhan 
Pokok 

15 menit 
Laporan Harga 

Kebutuhan Pokok yang 
telah ditandatangani 

7 
Menandatangani laporan harga harian barang 
kebutuhan pokok 

Laporan Harga Kebutuhan 
Pokok 

15 menit 
Laporan Harga 

Kebutuhan Pokok yang 
telah ditandatangani 

8 
Meneruskan laporan hanan yang sudah ditandatangani 
Ice Dinas Provinsi 

Laporan Harga Kebutuhan 
Pokok yang telah 

ditandatangani 
20 menit 

Laporan Harian Harga 
Kebutuhan Pokok 

9 

Mengirimkan laporan hanan secara online ke Web 
Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) 
Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Ditejen 
PDN 

Laporan Harian Harga 
Kebutuhan Pokok 

20 menit 
Laporan Harlan Harga 

Kebutuhan Pokok 
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DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

Nomor SOP : 1391 /PerdagKopUKM/X11/2023 

Tanggal Pembuatan : 01 Desember 2023 

Tanggal Revisi : _ 
Tanggal Efektif : 01 Desember 2023 
Disahkan oleh 

KEPALA S 

; • 

Drs. RA D HIDAYAT, M.SI 
NIP 197 1308 199203 1 002 

SOP Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan - Penerbitan Rekomendasi 
Tanda Daftar Gudang (TDG) 

Name SOP : Penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar 
Gudang (TDG) 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 
1 Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

3 Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 596/MPP/KEP/9/2004 Tentang Standar 
Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan 

4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 Tentang 
Penataan dan Pembinaan Pergudangan 

5 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 

6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terinteqrasi Secara Elektronik di Bidanq Perdaganqan 

1. Menguasai peraturan Tentang Tanda Daftar Gudang 

2. Menguasai aplikasi perizinan 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 

SOP ini tidak berkaitan dengan SOP lain. 1. Alat tulis kantor 

2. Komputer, jaringan dan printer 

3. Form isian data teknis 

4. Aplikasi perizinan 

5. Kendaraan operasional 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka proses Proses rekomendasi 

penerbitan tanda daftar gudang (TDG) tidak akan berjalan dengan baik. 

Data disimpan elektronik dan diarsipkan manual. 



SOP PENERBITAN REKOMENDASI TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) 

No Aktivitas 
Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan Mutu Baku 

Kepala 
Dinas 

Sekretaris 
KepaIa 
Bidang 

Petugas 
Pelaksana 

Adm. 
Wajib TDG Kelengkapan Waktu Output 

Mengajukan permohonan 
penerbitan TDG melalui system 
OSS 

-C::::::::> Data Usaha dan Pelaku 
Usaha 

Permohonan 
penerbitan TDG 

2 
melakukan pengecekan 
permohonan TDG yang masuk 
metalui system OSS 

Notifikasi Permohonan 
penerbitan TDG 

5 menit Permohonan 
penerbitan TDG 

3 Memvenfikasi kelengkapan 
berkas permohonan TDG 
pemohon yang di upload ke 
dalam system OSS sebagai 
syarat persetujuan penerbitan Email 
TDG 

belum 
memenuhi 

syarat 

Name Penanggung 
Jawab (Direktur), 
Nomor KTP atau 
Paspor atau Kttas, 

Perusahaan, 
Alamat Penanggung 
Jawab, Nomor Telepon 
Penanggung Jawab, 
Alamat Gudang, Trtik 
Koordinat Gudang, 
Luas Gudang, 
Kapasttas Gudang, 
Golongan Gudang, 
Jenis Gudang 
Berdasarkan Komoditi, 

30 menit Isian data teknis 
dan dokumen 
pemohon 

4 

Menolak permohonan penerbitan 
TDG apabila berkas permohonan 
belum memenuhi syarat dan 
memberttahukan alasan 
penolakan 

memem 
syaral 

hi 
lsian data teknis dan 
dokumen pemohon 

5 menit Pemberitahuan 
Penolakan 

5 

Melakukan konfirmasi kepada 
pemohon dan mengatur jadwal 
untuk survey lokasi apabila 
berkas sudah memenuhi 
persyaratan 

Isian data teknis dan 
pemohon 

10 menit Jadwal Survey 
Lapangan I I dokumen 

6 
Membuat SPT Peninjauan 
Gudang (Jadwal Pelaksanaan 
Hanya di Jam Kerja) 

v Permohonan 
TDG 

10 menu t SPT peninjauan 
gudang I I Penerbitan 

Memeriksa dan memaraf SPT 
Peninjauan Gudang 

5 menrt 

8 
Memeriksa, Menandatangani dan 
menerbitkan SPT Peninjauan 
Gudang 

SPT peninjauan gudang SPT peninjauan 
gudang yang
telah drtanda 
tanaani 

I I 

Melakukan survey ke lokasi 
gudang 

Surat Perintah Tugas 
(SPT), dan Isian data 
teknis dan dokumen 
pemohon 

sesua 
jarak 

tempuh 
ke tokasi 
gudang 

dan 
hanya 

dilaksana 
kan di 
jam 

operasio 
nal 

kantor 

Dokumentasi 

10 
Melakukan pengecekan gudang 
dan daftar isian permohonan TDG 

belum 
memenuhi 

syarat 

Form Tinjauan Gudang sesua 
kondis1

1 
gudang 

Laporan Hasil 
Tinjauan Gudang 

11 

Menolak membuat surat 
rekomendasi penerbitan TDG 
apabila persyaratan belum 
terpenuhi dan memberi tahu 
alasan enolakan. 

Laporan Hasil Tinjauan 
Gudang 

5 menit Pemberitahuan 
Penolakan 

1
1 1 

12 
Membuat surat rekomendasi 
penerbitan TDG apabila 
persyaratan terpenuhi 

memenuhi Laporan 

syarat 

Hasil Tinjauan 
Gudang, Surat 
Rekomendasi _ 

15 menit Surat 
rekomendasi 
penerbitan TDG 

13 
memenksa dan Memaraf surat 
rekomendasi penerbitan MG 

Surat rekomendasi 
penerbitan TDG 

15menit Surat 
rekomendasi 

14 
Memaraf surat rekomendasi 
penerbitan TDG 

15 
Menandatangani surat 
rekomendasi penerbitan TDG 

Surat rekomendasi 
penerbitan TDG 

15 menit Surat 
rekomendasi 
penerbitan TDG 
yang sudah 
ditanda tangani 



16 

Mengupload Surat Rekomendasi 
TDG yang sudah ditanda tangani 
ke system OSS untuk selanjutnya 
ditindaklanjuti oleh DPMPTSP 
terkait penerbitan TOG 

Surat rekomendasi 
penerbitan TOG yang 
sudah di tandatangani 

5 menit Persetujuan 
Penerbitan TOG >I  1 

17 

Melakukan pengawasan dan 
pendataan terhadap gudang yang 
ada di kawasan Kabupaten Lima 
Puluh Kota. 

sr Laporan Hasil 
Pengawasan 
Gudang

C ) 
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Nomor SOP : er.3i /PerdagKopUKM/X11/2023 

Tanggal Pembuatan : 01 Desember 2023 

Tanggal Revisi : - 

* • 
_ __. 

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

Tanggal Efektif : 01 Desember 2023 
Disahkan oleh 

KEPALA DI S 

/414W\PTh ' 
Drs. RAHM • 4 H1DAYAT, M.SI 

NIP 19730 08 199203 1 002 

SOP Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan - Pelayanan Tera / Tera Ulang Nama SOP : Pelayanan Tera / Tera Ulang 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 
1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal; 
2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen); 

3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang UTTP; 

5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang UTTP: 

6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal; 

1. Memiliki sertifikat diktat penera dan! atau uji kompetensi 

2- Memahami sistem administrasi dan pelayanan 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
SOP ini tidak berkaitan dengan SOP lain 

• 

1. Alat tulis kantor 
2. Komputer. jaringan dan printer 
3. Alat Pengujian 
4. Kendaraan operasional 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka proses TerafTera Ulang tidak 
akan berjalan dengan baik. 

Data disimpan elektronik dan diarsipkan manual. 



SOP PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI LUAR KANTOR (Sidang Tara) 

No Aktivftek 
Petaksana Mute Baku 

Kepabt °Inas Kepala &dans Subitoordutator Reparatir Pen ra Polak.. Aden • Wapb ITU Ketenekapan 
Undangan Sidang 
Tera, Konsep SPT 

Waktu 
undangan 

dskinmkan paling 
lambat 1 minggu 

sebelum 

Output 
Undangan 

Sidang Tara, 
Konsep SPT 1 

Mengirimkan undangan / 
pemberitahuan Sidang Tara Wang, 
menyusun konsep SPT 

C-
Th

Menenma undangan / pembentahuan 
Sidang Tara Ulan 

undangan diterima 
paring lambat 1 
minggu se.belum 

pelaksanaan 

Undangan 
Sidang Tara 

SPT 5 mend SPT yang sudah 
di paraf 

3 Memenksa dan Memaraf SPT 

Memenksa, menandatangans. dan 
menertitkan SPT 

Mengadakan pelayanan sidang tera 
sesuai SPT 

SPT 5 mend SPT yang sudah 
di paraf dan ITO 

Kelengkapan 
Pelayanan 1W 

Sidang tera 
ditaksanakan di 

ban kena 

pelayanan TTU 

1 

Membavne UTTP ke lokasi pelaksanaan 
Sidang Tara 

Nat UTTP Sesuai dengan 
jarak lokasi 

pelaksanaan 
Sidang Tara 

Nat UTTP yang 
akan cIrtera / tera 

ulang 

Buku Registrasi Selama 
pelaksanaan 
sxlang tera 

Dollar Wajib rru 
yang bade 

7 Meregister dan menginventansican 
Wajib TTU yang hadir 

8 Melakukan pengujian ITU, mengisi 
cerapan Tru 

Alat Up TTU sesuas jerus can 
kerusakan UTTP 

selama 
pelaksanaan 

UTTP yang telah 
di Tara / Tera 

Ulang 

9
Jika bdak sesuai persyaratan dan bidak 
dapat diperbaile. maka UTTP 
dibubuhkan Tanda Batal dan 
dikembalikan be Wajib TTU 

se, pi 

4C - --D 

Alat Uji TTU 8 CTT sesual jerus dan 
kerusakan UTTP 

selama 
pelaksanaan 

UTTP yang telah 
di Tera / Tara 

Ulang dan ckben 
Landa tera 

10 

Jika sesuai persyaratan. rnaka UTTP 
dibubuhkan Tanda beta dan! atau 
chterbitkan SKHP berdasarkan cerapan 
TTU 

Alat Uji111.1 8 CTT sesuai l'ents dan 
kerusakan UTTP 

UTTP yang telah 
di Tara / Tera

Ulang dan diberi 
tanda tera 

Mempersrapkan konsep SKHP sesuas 
data cerapan dan penera 

Data Cerapan 10 Mend SKHP 

12 Memenksa dan memaraf SKHP 

SKHP 10 mend SKHP yang telah 
diparaf 

13 Memenksa, menandatangani, don 
menerbitkan SKHP 

SKHP 10 merit SKHP yang b lab 
drtandatangani 

Membenkan UTTP dan! atau SKHP 
kepada Wajib TI-U. memberkaskan 
dokumen TTU 

SKHP yang telah 
drtandatangani 

10 Mend befkas dokumen 
1W

14 

15 Menerima UTTP dan! atau SKHP dan 
SKRD 

( ,....—.Y.-- p UTTP dan! atau 
SKI-IP dan SKRD 

10 Mend UTTP dan! atau 
SKHP dan 

SKRD 



SOP PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI TEMPAT UTTP TERPASANG/ TERPAKAI 

Petaksana 

Kepaka Dinas Seknetans pala Mang' Subkoordinator Reparatsr Panora Petaksana Adm. Wan13 TTU Keattuncapan Wakin Output 

k4engajukan permohonan tera / tend 
ulang ke Bagian Umum Din. 
Perdagkop UKM 

Surat permohonan 5 mend C D 

2 
permohonan untuk 

seIanjutnya drtoruskan kopada 
selvetaris 

Surat permohonan 5 mend swat 
permohonan 

yang akan 
onset

Surat 

Menenma dan memenksa permohonan 
dan meneruskannya ke kepala din. 

permohonan 5 mend swat 
permohonan 

yang akan 
didisposisi Kepala 

4 
Menenma dan memeriksa permohonan 
untuk selanjutnya didisooseAan ke 
kepala bidang 

Surat permohonan 5 mend swat 
permohonan 

yang akan 
didespos. Kepala 

5
Menerima permohonan yang tetah 
didisposisi kopata din., untuk 
selanjutnya ditindaktanjub metalui 
SubKoordinator 

swat permohonan 
yang sudah 

didisposisi Kepala 
Dinas 

5 mend swat 
permohonan 
yang sudah 

didispos. Keoala 
A4enerima permohonan yang telah 
di&spossi kepala Wang. untuk 
selanjutnya ditndaklanjuti sesuai ruang 
linokuo 

tidak sesual 
swat permohonan 

yang sudah 
didisposasi Kepala 
Dinas & Kepala 

10 menrt tindak lanjut surat 
permohonan 

Jika tidak m.uk dalam ruang lingkup. 
maka permohonan ditolak. 

status permohonan 5 mend permohonan 
ditolak 

8 
Jika masuk dalarn ruang lingkup maka 
meregister permohonan, menyusun 
jadwal dan SPT 

, unoal status permohonan 10 mend permohonan 
diterima. ko.ep 

SPT 

..._ SPT 10 mend SPT yang telah 
diparat 

9 Memenksa dan memarat SPT 

10 
Memenksa, menandatangani. dan 
menerbitkan SPT 

tidak sesual 

Meiakukan pengupan ITU, mengisi 
cerapan TTU 

Alat Uji TTU sesuai jams dan 
kerosakan LJTTP, 

pelayanan 
ddaksanIcaan pada 

UTTP yang b lab 
efi Tora / Teta 

Ulang ----- 0 

12 

Jika blak sesuai persyaratan dan bdak 
dapar diperbado, maka LRTF' 
dtbubuhkan Tanda Batat dan 
dikembatikan ke Wald, TTU 

sesual 

C:D 

Nat Up ITU& CTT  c.nai jenis dan 
 kerusakan UTTP. 

pelayanan 
dilaksankaan pada 

UTTP yang b lab 
di Tera / Tera 

Ulang dan diberi 
tanda tend 

13 

sestrai persyaratan maka UTTP 
dibubuhkan Tanda Tore dan / atau 
diterbitkan SKHP berdasarkan corapan 
TTU 

Alat Uji TTU & CTT sesuai fenis dan 
kenrsakan UTTP. 

pelayanan 
ditaksankaan pada 

UTTP yang tetah 
di Tora / Tera 

Ulang dan diberi 
tanda tera 

14 Mempersiapkan konsep SKHP sesuai 
dengan data corapan dan Ponera 

Data Cerapan 10 mend SKHP 

15 Memeriksa dan mamaral SKHP 

SKHP 10 mend SKI-IP yang telati 
diparaf 

16 
Memeriksa,menandatangani, dan 
menerbdkan SKI-IP 

I SKHP 10 mend SKHP yang telah 
cktandatingani 

17 
Membenkan UTTP clan / atau SKHP 
kepada Wajib TTU. memberk.kan 
dokumen TTU 

SKHP yang totah 
ditandatangani, UTTP 

yang b lab di 
Tera/Tera Wang 

5 mend Borkas Dokumen 
TTU 

18 Menerima UTTP dan / atau SKHP 
C 

UTTP dan / atau 
SKHP 

5 mend UTTP dan / atau 
SKHP 



SOP PELAYANAN TERM-ERA ut.ANCaWa ANIDR tictitaiestesani 

No Aktivitas 
Pelaksana *du Baku 

Kepala Dmas Sektetans Kapata Bidang j Subkoordinator Reparatir Penera Mm WajTa TTU kalanakaasn • Waidu Output 

1 
Mengajukan permohonan Tara / Tara 
Ulang (TTU) ke kantor bagian umum 
Dinas Pertagkop UKM 

-)
Nat UTTP 5 mend Nat UTTP yang 

akan diteraitera 
Ulang 

Menerima permohonan dan memeriksa 
ruang lingkup pelayanan TTU 

Mat UTTP yang akan 
ddera/tera ulang 

5 mend Status 
permohonan. 

drtolak / drterirna 

3

,1,1111,1,11, 0.11111 rUHlkj 11.111[Up 

Bidang Kemeologian maka meregister 
permohonan, memeriksa ketengkapan. 
mengecek visual. dan menyerahkan ke 
Laboratorium Metroinar Bidang 

tid 
masuk)D&up 

ok 

Buku Register 5 mend Daftar 
permohonan 
yang masuk 

Jika bdak masuk ruang lingkup. maka 
UTTP dikembalikan kepada pemilik. 

masuk 
oaken 

C., 

V Daftar permohonan 
yang masuk 

5 mend Status 
permohonan, 

cfrtolak I clitenma 

Metakukan pengujian TTU, mengesi 
cerapan TTU. 

Nat Uji TTU sesuai jenis dan 
kerusakan UTTP. 

pelayanan 
chtalcsankaan pada 
jam din. kantor 

UTTP yang telah 
di Tara / Tera 

Ulang 

Jika book sesuai pers-yaratan dan tidak 
dapat chperbaiki. maka UTTP 
dibubuhkan Tanda Batal dan 
dikembalikan he Wajib TTU 

ttdak sesu 
Nat Uji TTU & CTT sesuai jenis dan 

UTTP 
pelayanan 

ditaksankaan pada 
jam dinas kantor 

UTTP yang telah 
di Tera / Tara

Ulang dan diberi 
tanda tera 

sesuai 

- 0 C .2
kerusakan 

Jika sesuai persyaratan maka UTTP 
drbubuhkan Tanda Sah Tara dan / atau 
diterbdican SKHP berdasarkan cerapan 
TTU 

Nat Uji TTU & CTT sesuai jens clan 
karusakan UTTP, 

pelayanan 
ditaksankaan pada 
jam din. kantor 

UTTP yang telah 
di Tera / Tera 

Ulang dan drben 
tanda tera 

-4 1 

Data CerapQn 10 mend SKHP 

Mempersiapkan konsep SKHP sesuai 
data cerapan dan Panora 

7 Memeriksa dan memaraf SKHP 

Nat Uji TTU sesuai one dan 
kerusakan UTTP. 

petayanan 
ditaksankaan pada 
jam dinas kantor 

UTTP yang telah 
di Tara / Tara 

Ulang 

Memenksa, menandatangani dan 
Menerbrtkan SKHP 

Alat Up TTU sesuai one dan 
kerusakan UTTP 

pelayanan 
dilaksankaan pada 
jam dinas kantor 

UTTP yang telah 
di Iota / Iota 

Ulang 

8 
Mernberikan UTTP dan / atau SKHP 
kepada Wajib TTU, memberkaskan 
dokumen TTU 

SKHP yang telah 
drtandatangant 

5 mend Berk. Dokumen 
TTU 

9 Menerima UTTP dan / atau SKHP 

C 
SKI-IP yang telah 

ditandatangans 
5 mend Berlioz Dokurnen 

TTU 
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DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

Nomor SOP : MI /PerdagKopUKM/X11/2023 

Tanggal Pembuatan : 01 Desember 2023 

Tanggal Revisi : - 

Tanggal Efektif : 01 Desember 2023 
Disahkan oleh 

INAS1 

• 
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NIP 19 30308 199203 1 002 

SOP Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan - Pemakaian Cap Tanda Tera Nama SOP : Pemakaian Cap Tanda Tera 

Dasar Hukum Kualifikasi PeIaksana 

1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen); 
2 
3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karla; 

4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang UTTP; 

5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang UTTP; 

6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal; 

1.
Memiliki sertifikat diktat penera dan! atau uji kompetensi 

2. 
Memahami sistem administrasi dan pelayanan 

Keterkaitan Peralatanfperlengkapan 

SOP ini tidak berkaitan dengan SOP lain. 
1. Alat tulis kantor 

2. Komputer, jaringan dan printer 

3. Alat Pengujian 

4. Kendaraan operasional 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka proses Pemakaian Cap Tanda Tera 

tidak akan berjalan dengan baik. 

Data disimpan elektronik dan diarsipkan manual. 



SOP PEMAKAIAN CAP TANDA TERA (CU) 

No Aktivitas Pelak.sana Mutu Baku 

Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Subkoordinator Penera Adrn 
Kelengkapan Waktu Output 

1 Mempersiapkan Surat Perintah 
Tugas (SPT) untuk pelayanan 
tera / tera Wang 

C ) 
SPI 5 mend 

' 2 Memeriksa dan memaraf SPT 
pelayanan tera / tera ulang 

1 : T =IC

- SPT 5 menit 
SPT yang 

sudah diparaf 

3 Memeriksa, menandatangani 
dan menerbitkan SPT 
pelayanan tera / tera ulang 

SPT 5 menit SPT yang 
sudah 

thtandatangani 

<--- 

4 Mengajukan permohonan 
peminjaman CU permohonan, I 

Surat 

buku 
pengelolaan 

UT 

5 menit 
izin peminjaman 

CU 

5 Mencatat jumlah dan jenis CU 
yang akan di pinjam pada buku 
pengelolaan CU dan 
mempersiapUn C-17 

Nr Surat 
permohonan, 

buku 
pengelolaan 

CU 

15 menit 

data 
penyerahan 
CU di buku 
pengelolaan 

CU 
6 Menerima dan memeriksa 

jumlah jenis CU yang 
dipinjam dan memaraf buku 
pengetolaan CU 

Surat 
permohonan, 

buku 
pengelolaan 

CU 

30 menit CU 
< 

7 Menerima dan memeriksa 
kesesuaian jumlah jenis CU 
yang dipinjam dan memaraf 
buku pengetolaan CU untuk 
selanjutnya dipinjamkan ke 
penera 

buku 
pengelolaan 

CU 
30 menit CU 

< 

8 Menggunakan CTT untuk 
pelaksanaan tera / tera ulang 

UT 

penggunaa 
n CU 

hanya di 
jam 

operasional 
kantor saat 
pelayanan 
tera / tera 

ulang 

UTTP yang 
telah ditera / 
tera ulang 

v 
9 Mengembalikan CU dan 

menandatangani Buku 
pengelolaan CTI kelengkapan CT 30 menit 

data 
pengembalian 
CU di buku 
pengelolaan 

CU 
10 Memeriksa dan memastikan 

CTT yang dikembalikan sesuai 
dengan yang dipinjam 

< 

kelengkapan CT 30 menit 

data 
pengembalian 
CU di buku 
pengelolaan 

CU 
11 Memeriksa dan memastikan 

CUyang dikembalikan sesuai 
dengan yang dipinjam dan 
menyimpan kembali CU ke 
dalam brankas 

kelengkapan CT 30 menit 

data 
pengembalian 
CU di buku 
pengelolaan 

CU 

C > 


